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tentang
POKOK POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

'Menimbang:

a. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 lcmang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83,

. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2778), tidak sesuai lagt dengan

. perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; '

. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalith sumber hukum bagi selu-

. ruh perangkat Negara;

¢. bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, ma-

ka kedudukan Pemerintah Daerah sejauh mungkin diseragamkan;

bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan, wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dibagi atas daerah besar

dan daerah kecil, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat ad-

ministratip; .

. bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang
tersebar di seluruh pelosok Negara dalam membina kestabilan politik
serta kesatuap Bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan
pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung ja-
wab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah
dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasj;

f. bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah, selain didasarkan pa-

da asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi juga dapat diselenggara-

kan berdasarkan asas tugas pembantuan;

bahwa untuk mengatur yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Un-

dang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Mengingat:
1. Pasal-pasal § ayat (1), 18 dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No-

mor 1V/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara,
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Ketctapan-ketetapan Majelis Permusyawaralan KaKyal demenard
Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik
Indonesia dengan nama Jakarta (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1964 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 2671);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak ber-
lakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2901);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu-
dukan Mejelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 2915).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Pepublik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERIN-
TAHAN DI DAERAH
BABI
PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beser-
ta pembantu-pembantunya;

. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerin-
tah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan ru-
mah tangganya,

c. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
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wajiban mempertanggungjawabkan kepada vang menugaskannya;

Daerah Otonom selanjutnya discbut Daerah, adalah kesatuan masya-
rakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak,
berwenang dan berkewajiban mengatur.dan mengurus rumah tangga-
nya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau

Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada

Pejabat-Pejabat di daerah;

. Wilayah Administratip, selanjutnya disebut Wilayah, adalah ling-
kungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksa-
naan tugas pemerintahan umum di daerah;

. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen-Departemen
atau Lembaga-lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempu-
nyai lingkungan kerja di Wilayah yang bersangkutan.

i. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mensahkan,

membatalkan dan menangguhkan Peraturan Daerah atau Keputusan
Kepala Daerah, yaitu Menteri Dalam Negen bagi Daerah Tingkat I
dan Gubernur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II, sesuai peratur-
an perundang-undangan yang berlaku;
Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang meli-
puti bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi
pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk
dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga
Daerah; ‘ )

. Polisi Pamong Praja adalah perangkat Wilayah yang bert#pas mem-

bantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan khu-

susnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bi-
dang pemerintahan umum. ‘
BABII
PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia dibagi dalam Daerah-Daerah Otonom dan Wilayah-
. Wilayah Administratip.
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AFIRASENIRALE “F R WF I

Bagian Pertama
Pembentukan dan Susunan

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

{2) Perkembangan dan pcngemba:ngan otonomi selanjutnya didasarkan
. pada kondisi politik, ckonomi, sosial budaya serta pertahanan dan
keamanan Nasional. '

Pasal 4

(1) Daerah dibentuk dengan memperhatikan syarat-syirat kemampuan
ekonomi, jumiah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan
Nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan Daerah melak-
sanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan
Bangsa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan
bertanggung jawab.

(2) Pembentukan, nama, batas, ibukota, hak dan wewenang urusan ser-
ta modal pangkal Daerah yang dimaksud dalam ayat (1} pasal ini, di-
tetapkan dengan Undang-Undang.

(3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Dae-
rah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindah-
anibukotanya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Dengan Undang-Undang, suatu Daerah dapat dihapus apabila ternyata
syarat-syarat dimaksud pasal 4 ayat (]} Undang-Undang ini sudah tidak
terpenuhi lagi sehingga tidak mampu mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri.

: Pasal 6

Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, mengingat pertumbuhan
dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya susunan pe-
merintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin disesuaikan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini, yang pengaturannya
ditetapkan dengan Undang-Undang. ' ,
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Pasal 7
Daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangiin Perpustakaan Unik

yang berlaku, )
Pasal & °
(1) Penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada Dagrah dite-
tapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Penambahan penyerahan urusan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini, disertai perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaan-
nya.

Pasal 9
Sesuatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah da-
pat ditarik kembali dengan peraturan perundang-undangan yang seting-
kat.
Pasal 10
(1) Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden
tentang hal-hal yang dimaksud dalam pasal-pasal 4, 5, 8. dan 9 Un-
dang-Undang ini dibentuk Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
(2) Pengaturan mengenai Dewan Pertimbangan Otonomi Dacrah dite-
tapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 1!

(1) Titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat IL. &
(2) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, di-
atur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Tugas Pembantuan
Pasal 12
(1) Dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah dapat menu-
gaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tu-
gas pembantuan.
(2) Dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat [ dapat me-
nugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk melaksana-

' ayal (1) dan (2) pasal fﬁi. c.liserlai dengaﬁ p;mhiayaunnyn.-
Bagian Keempat
Pemerintah Daerah
Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, i
(2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan Dacrah dibentuk Sekreta-

riat Daerah dan Dinas-Dinas Daerah.

Bagian Kelima
Kepala Daerah
Paragrap !
Pengangkatan dan Pemberhentian

" Pasal 14

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Daerah ialah Warga Negara Indo-
nesia

yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. taqwakepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setiadantaat kepada PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945;
¢. setiadan taatkepada Negara dan Pemerintah;

d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam seti-
ap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945,
seperti gerakan G.30.5/PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya;
mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa;

mempunyai kepribadian dan kepemimpinan;

berwibawa;

jujur;

cerdas, berkemampuan dan trampil;

adil; -

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan pasti;

sehat jasmani dan rokhani;

berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun bagi kepala

For T m e

.a:"'
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n. mempunyai kecakapan dan pengulaman pekerjuan yang cukup dibi-
dang pemerintahan; ~

o. berpengetahuan yang sederajad dengan Perguruan Tinggi atau seku-
rang-kurangnya berpendidikan yang dapat dipersamakan dengan Suf-
jana Muda bagi Kepala Dacrah Tingkat [ dan berpengetahuan yang
sederajad dengan Akademi atau sekurang-kurangnya berpendidikan
yang dapat dipersamakan dengan Sekoluh Lanjutan Atas bagi Kepala
Daerah Tingkat II.

Pasal 13

(1) Kepala Dacrah Tingkat 1 dicaionkan dan dipilih oleh Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah dari sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang dan scba-
nyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan
dan disepakati bersama-sama antara Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-Fraksi dengan Menteri Dalam Nege-
ri.

(2) Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat {1) pasal ini diajukan olch
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan kepada Presi-
den melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-dikinya 2 (dua) orang un-
tuk diangkat salah seorang di antaranya.

(3) Tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

(1) Kepala Daerah Tingkat Il dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3'(tiga) orang dan scba-
nyak-banyaknya 5 (lima) orang caion yang telah dimusyawaralikan
dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Pgrwakilan Rakyat
Daerah/Pimpinan Fraksi-Fraksi dengan Gubernur Kepala Daerah.

(2) Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal tni diajukan olch
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan kepada Men-
teri Datam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah sedikit-sedikit-

~ nya 2 (dua) orang untuk diangkat salah seorang di antarnya.

(3) Tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat {1} pasal

ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,

-

LA

mulai tanggal pclan‘;ikannya dan da-pal diangkal kembali, untuk |
(satu) kali masa jabatan berikutnya.
2) Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Perpustakaan Unik Pasal 18

(1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Daerah diambil sumpahnya/

janjinya dan dilantik oleh:
a. Presiden bagi Kepala Daerah Tingkat I;
b. Menteri Dalam Negeri bagi Kepala Daerah Tingkat IL.

(2) Presiden dapat menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk mengambil
sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah Tingkat ] atas nama Presi-
den.

(3} Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Kepala Daerah
untuk mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah Tingkat
I atas nama Menteri Dalam Negeri.

(4} Susunan kata-kata sumpah/janji yang dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini, adalah sebagai berikut: i
"Saya bersumpah/berjanji , bahwa saya untuk diangkat menjadi Ke-
pala Daerah, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih
apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan
sesuatu kepada siapa pun juga.
Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan meneri-
ma langsung ataupun tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji
atau pemberian.
Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban se-
bagai Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya,
bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan PANCASILA se-
bagai dasar ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegak-
kan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia se-

suatu yang menurut sifat atau menurut perintah harus saya rahasia-

kan.
Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan

Al
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rang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan
Negara, Pemerintah, Daerah dan martabat Pejabat Negara.
Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga
membantu memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia pada
umumnya dan memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia di Dae-
rah pada khususnya dan akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesa-
tuan Republik Indonesia™.

(5) Tatacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan bagi Kepala
Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Kedudukan, kedudukan keuangan dan hak kepegawaian lainnya bagi
Kepala Daerah, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Perpusi

Kepala Daerah dilarang:

a. dengan senigaja melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kepen-
tingan Negara, Pemerintahan, Daerah dan atau Rakyat;

turut serta dalam sesuatu perusahaan;

melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang memberikan keuntungan
baginya dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Daerah
yang bersangkutan;

. menjadi adpokat atau kuasa dalam perkara di muka Pengadilan.

Pasal 21

Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berhak
mengangkat karena:

a. menerima dunia;

b. atas permintaan sendiri;

c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Daerah yang ba-
ru;

melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) Un-
dang-undang ini; '

. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang dimaksud dalam pasal 14 Un-
dang-Undang ini;

_mle!anggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 20 Undang-Undang
ini;

sebab-sebab lain.

b.
c.

d.

oy

Pasal 22

(1) Kepala Daerah menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpin-

an pemerintahan Daerah. ' -

Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan

Daerah, Kepala Daerah menurut hierarki bertanggung jawab kepa-

da Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

(3) Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan per-
tanggungjawaban kepada Dewdin Perwakilan Rakyat Daerah seku-
rang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang periu olehnya,
atau apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Pedoman tentang pemberian keterangan pertanggungjawaban yang
dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam

takaan Unik (2}

Negeri.
Pasal 23
(1) Kepala Daerah mewakili Daerahnya di dalam dan di luar Pengadi -
lan

(2) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat menunjuk seorang
kiiasa atau lebih untuk mewakilinya.

Bagian Keenam
. Wakil Kepala Daerah

Pasal 24

(1) Wakil Kepala Daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dari Pegawai
Negeri yang memenuhi persyaratan.

(2) Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah tanpa melalui pemilihan, Gubernur Kepala Daerah mengajukan
calon Wakil Kepala Daerah Tingkat I kepada Presiden melalui Men-
teri Dalam Negeri.

(3) Wakil Kepala Dacrah Tingkat Il diangkat oleh Menteri Dalam Nege-
ri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri yang memenubhi persyarat-
an.

(4) Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dac-
rah tanpa melalui pemilihan, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
mengajukan calon Wakil Kepala Daerah Tingkat 11 kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah.
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(6) Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.
(7) Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal-pasal 14, 19, 20

dan 21 Undang-Undang ini berlaku juga untuk Wakil Kepala Dae-

rah. Perpustakaan Unik

(8) Wakil Kepala Daerah diambil sumpahnya/janjinya dan dilantik oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Présiden bagi Wakil Kepala Dae-
rah Tingkat I dan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Menter
Dalam Negeri bagi Wakil Kepala Daerah Tingkat I1.

(9) Tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat-ayat (2)
dan (4) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri. :

Pasal 25

(1) Wakil Kepala Daerah membantu Kepala Daerah dalam menjalan-
kan tugas dan wewenangnya sehari-hari sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila Kepala Daerah berhalangan, Wakil Kepala Daerah menja-
lankan tugas dan wewenang Kepala Daerah sehari-hari.

Pasal 26
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatur tentang penjabat yang
mewakili Kepala Daerah dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah berhalangan.
' Bagian Ketujuh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

paragrap |
Umum

Pasal 27
Susunan, keanggotaan dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
begitu juga sumpah/janji, masa keanggotaan dan larangan rangkapan ja-
batan bagi Angpota-anggotanya diatur dengan Undang-Undang.
Pasal 28
(1) Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. . . -

(2) Kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Dacrah.
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lam Negeri.

(4) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat-ayal (1) dan (2) pasal
ini. berlaku sesudah ada pengesahan pejabal yang berwenang.
Paragrap 2
Hak dan Kewajiban
Pasal 29

(1) Untuk dapat melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah mempunyai hak:

. anggaran;

. mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota;

. meminta keterangan;

. mengadakan perubahan;

. mengajukan pernyataan pendapat;

prakarsa;
g- penyelidikan.

(2) Cara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf f pasal ini, diatur dalam Pgraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan pedoman yang di-
tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Cara pelaksanaan hak penyelidikan yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf g pasal ini, diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 30

Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:

a. mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan PANCASILA
dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekwen Garis-Garis
Besar Haluan Negara, Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawarat-
an Rakyat serta mentaati segala peraturan perundang-undangan ving
berlaku;

-0 o0 T

¢. bersama-sama Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan

belanja Daerah dan Peraturan-Peraturan Daerah untuk kepentingan

Daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada Daerah
atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang pe-
laksanazannya ditugaskan kepada Daerah;
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Paragrap 3
Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daersh

Pasal 311

Pasal 45
(1} Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dituntut di
muka Pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan
dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik dalam rapai

Perpustakaan Unik
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersndang sekurang-kurangaiya 2. Perpusiaican U terbuka maupun tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rak-

(dua) kali dalam setahun.

(2) Kecuali yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, atas permintaan se-
kurang-kurangnya seperlima jumlah Anggota atau atas permintaan
Kepala Daerah, Ketua memanggil Anggota-anggota untuk bersidang
dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan itu diterima.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang atas panggilan Ketua.

(4) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1), (2) dan
(3) pasal ini diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Pasal 32

(1) Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada dasarnya bersi-
_fat terbuka untuk umum.

(2) Ataspermintaan Kepala Daerah, atau permintaan sekurang-kurang-
nya seperlima jumlah Anggota atau apabila dipandang perlu oleh
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat diadakan rapat
tertutup.

(3) Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai:

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungannya;

. penctapan, perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi;

hutang piutang dan menanggung pinjaman;

. Perusahaan Daerah;

pemborongan- pekerjaan, jual-beli barang-barang dan pembo-

rongan pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum;

f. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;

g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damat;

h. pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dan pelannkan Angpota baru
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Semua yang hadir dalam rapat tertutup wajib merahasiakan segala
hal yang dibicarakan dan kewajiban itu berlangsung terus baik bagi

Pan o
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yat Daerah, Kepala Daerah atau Pemerintah, kecuali jika dengan
pernyataan itu ia membocorkan apa yang disepakati dalam rapat ter-
tutup untuk dirahasiakan atau }ml-hal yang dimaksud oleh ketentu-
an-ketentuan mangenai pengumuman rahasia Negara dalam BUKU
KEDUA BAB I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(2 Tatacara tindakan kepolisian terhadap Anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 34

(1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakiian Rakyat Daerah diatur de-
ngan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) Peraturan Tata Tertib yang dimaksud dalam ayat (1} pasal ini. berla-
ku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.

Paragrap 4
Ketentuan Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat
Menjalankan Fungsi dan Kewajibannya. '

Pasal 35

(1} Apabila ternyata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I mela-
laikan atau karera sesuatu hal tidak dapat menjalankan fungsi dan
kewajibannya sehingga dapat merugiakn Daerah atau Negara, sete-
lah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah, Menteri
Dalam Negeri menentukan cara bagaimana hak, wewenang dan ke-
wajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu dijalankan.

(2) Bagi Daerah Tingkat II penentuan cara yang dimaksud datam ayat
(1) pasal ini, dilakukan oleh Gubernur Kepala Dacrah setelah men-
dengar pertimbangan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang
bersangkutan.
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Pasal 36

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf
yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah dalam
menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

(2) Pembentukan, susunan organisasi dari formasi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku
sesudah ada pengesahan pejabal yang berwenang.

Pasal 37

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin olch seo-
rang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyal Daerah.

(2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I diangkat
oleh Menteri Dalam Negeri dari Pegawai Negeri yang memenuhi per-
syaratan.

(3) Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dag-
rah tanpa melalui pemilihan, Gubernur Kepala Dacrah mengajukan
calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I'kepada
Menteri Dalam Negeri.

(4) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II diangkat
oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri dari
Pegawai Negeri yang memenuhi persayaratan. -

(5) Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah tanpa melalui pemilihan, Bupati/Walikotamadya Kepala Dacrah
mengajukan calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah.

(6) Persyaratan dan tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud da-
lam ayat-ayat (2}. (3), (4) dan (5) pasal ini diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan
Peraturan Daerah
Pasal 38
Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menetapkan Peraturan Daerah.

el
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Perpustakaan Unik {2) Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur

bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

dalam peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang
lebih tinggi tingkatannya.

(3) Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk
urusan rumah tangga Daerah ringkat bawahnya. ’

Pasal 40

(1) Peraturan Daerah dipndangkan dengan menempatkannya dalam
Lembaran Daerah yang bersangkutan.

(2) Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat sete-
lah diundangkan dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan.

(3) Peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengesahan mulai berlaku
pada tanggal yang ditentukan dalam Peraturan Daerah yang bersang-
kutan.

(4) Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan mulai berlaku pada
tanggal pengundangannya atau pada tanggal yang ditentukan dalam
Peraturan Daerah yang bersangkutan .

(5) Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diun-
dangkan sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka
waktu yang ditentukan untuk pengesahannya berakhir,

Pasal 41

(1) Peraturan Daerah Till-lgkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II dapat
mermuat ketentuan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6
(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima pu-
luh ribu rupiah), dengan atau tidak dengan merampas barang terten-
tu untuk Negara, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perun-
dang-undangan.

(2) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku
sesudah ada pengesahan pajabat yang berwenang.

(3) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelang-
garan.

T
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{1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanun
biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada
pelanggar.

(2) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku
sesudah ada pengesahan pajabat yang berwenang.

Pasal 43 -

(1) Penyelidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan Peraturan Daerah, dilakukan oleh alat-alat penyidik dan
penuntut sesua’ dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk Pegawai-Pegawai Daerah
yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
atas ketentuan-ketentuan Peraturan Dacrah.

Pasal 44
(1) Bentuk Peraturan Daerah ditentukan olch Menteri Dalam Negeri.
(2) Peraturan Daerah ditandatangani oleh Kepala Dacrah dan ditanda-
tangani serta oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah.
Pasal 45

Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan Kepala Daerah untuk me-
laksanakan Peraturan Daerah atau urusan-urusan dalam rangka tugas
pembantuan.

Bagian Kesembilan
Badan Pertimbangan Daerah

Pasal 46

(1) Didaerah dibertuk Badan Pertimbangan Daerah yang keanggotaan-
nya terdiri dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
unsur Fraksi-Fraksi yang belum terwakili dalam Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Badan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bertugas untuk mem-
berikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah.

(3) Pembentukan, jumlah Anggota dan tata kerja Badan yang dimaksud
dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini diatur dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri.
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Perpustakaan Unik

Pasal 47

1} Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang membantu Kepala Daerah
dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah.
+2) Pembentukan, susunan organisasi dan formasi Sekretariat Dacrah di
tetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang di-
tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(3) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku
sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.

Pasal 48

(1) Sekretariat Dacrah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

{2) Sekretaris Daerah Tingkat I diangkat oleh Menteri Dalam Negeri da-
ri Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan atas usul Gubernur
Kepala Daerah setclah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Sekretaris Daerah Tingkat IT diangkat oleh Gubernur Kepala Dae-

-rah atas nama Menteri Dalam Negeri dari Pepawai Negeri yang me-
menuhi persyaratan atas usul Bupati/fWalikotamadyu Kepala Daerah
setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah,

(4) Persyaratan dan tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud da-
lam ayat-ayat (2) dan (3) pasal ini diatur dengan Peraturan Menteri
Datam Negeri.

(5) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, ma-
ka tugas Sekretaris Daerah dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah.

Bagian Kesebelas
Dinas Daerah

Pasal 49

(1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
(2) Pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinus Daerah dite-
tapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang dite-
. tapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(3) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2} pasal ini, berlaku
sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.



Pasal 30 Pt

(1) Pengangkatan pemberhcntian,pemberhentian sementara, gaji, per |

siun, uang-tunggu dan hal-hal lain mengenai kedudukan hukum P "K,%
aan Unik Sumber pendapatan Daerah adalah:

gawai Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan p Perpustalz
doman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku
sesudah ada pengesahan pejabat yangbuerwenang, '
Pasal 31

{1) Pegawai Negeri dari suatu Departemen dapat diperbantukan atau di-
pekerjakan kepada Daérah, dengan Keputusan Menteri atas permin-
taan Kepala Daerah yang bersangkutan.

(2) Dalam Keputusan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur sya-
rat dan hubungan kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan dengan
perangkat Dacrah sepanjang diperlukan.

Pasal 52

(1) Pegawai Daerah Tingkat I dapat diperbantukan atau dipekerjakan
kepada Daerah Tingkat I dengan Keputusan Kepala Daerah Ting-
kat I, atas permintazn Kepala Daerah Tingkat IT yang bersangkutan.

(2) Dalam keputusan yag dimaksud dalamayat (1) pasal ini, diatur sya-
rat dan hubungan kerja Pegawai Daerah yang bersangkutan dengan
perangkat Daerah Tingkat IT sepanjang diperlukan.

Pasal 53
Semua pegawai, baik Pegawai Negeri maupun Pegawai Daerah, yang di-
perbantukan atau dipekerjakan kepada sesatu Daerah berada di bawah
pimpinan Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 54

(1) Pembinaan kepegawaian terhadap Pegawai Dacrah diatur oleh Ke-
pala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber-
‘laku. : i

(2) Pembinaan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri yang diperbantu-
kan atau dikerjakan kepada Daerah diatur dengan peraturan perun-
dang-undangan.

Ln
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Pendapatan Daerah
Pasal 55

a. pendapatan asli Daerah sendiri, yang terdiri dari:

3. hasil Perusahaan Daerah;
4. lain-lain hasil usaha Daerah
_ yang sah; -
b. pendapatan berasal dari pcmbcriari Pemerintah yang terdiri dari:
1. sumbangan dari Pemerinlah;
2. sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perun-
dang-urdangan;
c. lain-lain pendapatan yang sah.
Pasal 56

Dengan Undang-Undang sesuatu pajak Negara dapat diserahkan kepada
Daerah.

1. hasil pajak Daerah;
" 2. hasil retribusi Daerah;

Pasal 57

Pcrimbang'an keuangan antara Pemerintah dan Daerah diatur dengan
Undang-Undang. '
Pasai 58

(1) Dengan Undang-Undang ditetapkan ketentuan pokok tentang pajak
dan retribusi Daerah. : )

(2) Dengan Peraturan Daerah ditetapkan pungutan pajak dan retribusi
Dacrah. _

(3) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, beriaku
sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, menurut cara yang
diatur dalam Undang-Undang dan tidak boleh berlaku surut.

{(4) Pengembalian atau pembebasan pajak Daerah dan atau retribusi
Daerah hanya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan Perusahaan Daerah yang pe-
niyelenggaraan dan pembinaannya dilakukan berdasarkan asas eko-
nomi perusahaan.



Pasal 60
(1) Dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha sebagai sur
ber pendapatan Dacrah.

ran.
2) Penjualan dan penyerahan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
hanya dilakukan di muka umum, kecuali apabila ditentukan lain da-

lam Keputusan Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal

(2) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (l) pasal ini, berlak Perpustakaan Unik ini.

sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.
Pasal 61

(1) Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah dapat membuat Keputusan untuk mengadakan hutang piutang
atau menanggung pmjaman bagi kepentmgm dan atas beban Dae-
rah.

(2) Dalam Keputusan chala Dacrah yang dimaksud dalam ayat (1) pa--
sal ini, ditetapkan juga sumber pembayaran bunga dan angsuran pin-
jaman itu serta cara pembayarannya.

(3) Keputusan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku sesudah
ada pengesahan Menteri Dalam Negeri.
Paragrap 2
Pengurusan, Pertanggungfawaban dan Pengawasan
Keuangan serta. Barang Milik Daerah

Pasal 62

(1) Kepala Daerah menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawab-
an dan pengawasan keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Dac-
rah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Uang Daerah disimpan pada Kas Daerah atau Bank Pembangunan
Daerah.

(3) Selama belum ada Kas Daerah atau Bank Pembangunan Daeran.
atas permintaan Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan dapat me-
nugaskan Kas Negara atau Bank Pemerintah tertentu untuk melaksa-
nakan pekerjaan mengenai penerimaan, penyimpanan, pembayaran
atau penyerahan uang, surat bernilai vang dan atau barang untuk ke-
pentingan Daerah.

Pasal 63

(1) Barang milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepenting-
an umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lam.
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(3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala
Daerah dapat menelapkan Keputusan tentang:
a. penghapusan tagihan Daerah'sebagian atau seluruhnya,
b. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
c. tindakan hukum lain, mengenai barang milik atau hak Daerah.
(4) Keputusan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3} pasal ini,
berlaku sesudah ada pengesahan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 64

(1) Tahun Anggaran Daerah adalah sama dengan Tahun Anggaran Ne-
gara.

(2) Dengan Peraturan Daerah, tiap tahun, selambat-lambatnya 3 (tiga)
‘bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
untuk tahun anggaran tertentu, ditetapkan Anggaran Pendapatan
dan Bélanja Daerah.

(3) Dengan’ Peraturan Daerah, tiap tahun, selambat-lambatnya 6
(enam) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk tahun anggaran tertentu, ditetapkan perhitungan atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelum-

‘nya. '

(4) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada permulaan
tahun Anggaran yang bersangkutan belum mendapat pengesahan da-
ri pejabat yang berwenang dan belum diundangkan, maka Pemerin-
tah Daerah menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar
pengurusanoya.

(5) Pemerintah Daerah wajib berusaha mencukupi anggaran belanja ru-
tin dengan pendapatan sendiri.

(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahannya, se-
panjang tidak dikuasakan sendiri oleh Anggaran itu, dilaksanakan
sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.

(7) Pengesahan atau penoldkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dac-

59



(8) Dengan Peraturan Femerintah diatur KEIENIUAN-KEIEHLUAIN wital=
cara: '
a. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan

Pasal 67

Aenteri Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dalam rangka penye-
:nggaraan pemerintahan Daerah untuk mencapai dayaguna dan hasilgu-

f Perpustak Unik B '
Daerah; pustakaan Unik ,, yano sebesar-besarnya, baik mengenai urusan rumah tangga Daerah

¢. penyusunan perhitungan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. .
(9) Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatur lebih lanjut cara
relaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (8) pasal ini.

Bagian Keempatbelas
Kerjasama dan Perselisihan
Antar Daerah

Pasal 65

(1) Beberapa Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Bersa-
ma untuk mengatur kepentingan Daerahnya secara bersama-sama.

(2) Peraturan Bersama yang dimaksud dalam ayat (1) pasalini, demikian
pula mengenai perubahan dan pencabutannya, berlaku sesudah ada
pengesahan pejabat yang berwenang.

(3) Dalam hal tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan dan atau
pencabutan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka pejabat
yang berwenang mengambil keputusan.

(4) Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan untuk melancarkan
pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Daerah.

Pasal 66

(1) Perselisihan antar Pemerintah Daerah Tingkat [ dan antar Pcmerin-
tah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah Tingkat i1 dan per-
selisihan antar Pemerintah Daerah Tingkat IT yang tidak terietak da-
lam Daerah Tingkat 1 yang sama diselesaikan oleh Menteri Dalam
Negeri.

(2) Perselisihan antar Pemerintah Daerah TingkatIlyang terletak dalam
Daerah Tingkat 1 yang sama, diselesaikan oleh Gubernur Kepala
Daerah yang bersangkutan.
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maupun mengenat urusan tugas pembantuan.

Bagian Keenambelas
Pengawasan
Paragrap 1
Pengawasan Prepentip
‘ Pasal 68 '

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditentukan bahwa Peraturan Dae-
rah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai hal-hal tertentu, baru ber-
laku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.

$ Pasal 69

(1) Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang memer-
lukan pengesahan, dapat dijalankan sesudah ada pengesahan pejabat
yang berwenang, atau apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak ditertma-
nya Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah tersebut,
pejabat yang berwenang tidak mengambil sesuatu keputusan.

(2) Jangka waktu 3 (tiga) bulan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
oleh pejabat yang berwenang dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan lagt,
dengan memberitahukannya kepada Pemerintah Daerah yang ber-
sangkutan sebelum jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini berakhir. :

(3) Penolakan pengesahan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepa-
la Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, oleh pejabat yang
berwenang diberitahukan kepada Pemerintah Daerah yang bersang-
kutan disertai alasan-alasannya.

(4) Terhadap penolakan pengesahan yang dimaksud dalam ayat (3) pa-
sal ini, Daerah yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) bulan terhi-
tung mulai saat pemberitahuan penolakan pengesahan itu diterima,
dapat mengajukan keberatan kepada pejabat setingkat lebih atas da-
ri pejabat yang menolak. v '

6l



Pasal 70

(1) Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang berter
tangan dengan kepentmgdn umum, peraturan perundang-undanga

Pasal 71

1) Menteri Dalam Negeri melakukan pcngawdsan umum atas jalannyd
pemerintahan Daerah.

atau Peraturan-Daerah tingkat atasnya ditangguhkan berlakuny Perpustakaan uniki2) Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk olehnya, meng-

atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Apabila Gubernur Kepala Darah tidak menjalankan haknya untuk
menangguhkan atau membatalkan Peraturan Daerah Tingkat IT dan
atau Keputusan Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan yang di-
maksud dalam ayat (1} pasal ini, maka penangguhannya dan -atau
pembatalannya dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Pembatalan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Dacrah
. yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasalini, karena bertenta-
ngan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan
atau Peraturan Daerah Tingkat atasnya, mengakibatkan batalnya se-

mua akibat dari Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Dae-

rah yang dimaksud, sepanjang masih dapat dibatatkan.

(4) Keputusan penangguhan atau pembatalan yang dimaksud dalam
ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, disertai alasan-alasannya diberitahu-
kan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dalam jangka waktu2
(dua) mmggu sesudah tanggal keputusan itu.

(5) Lamanya penangguhan yang dinyatakan dalam Keputusan yang di-
maksud dalam ayat (4) pasal ini, tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan
dan sejak saat pcnangguhannya, Peraturan Daerah dan atan Kepu-

. tusan Kepala Daerah yang bersangkutan kehilangan kekuatan berla-
kunya.

(6) Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penangguhan itu ti-
dak disusul dengan keputusan pembatalannya, maka Peraturan Dac-
rah dan atau Keputusan Kepala Daerah itu memperoleh kembali ke-
kuatan berlakunya.

' ) Keputusan mengenai pembatalan yang dimaksud dalam ayat-ayat (4)
dan (6) pasal ini, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indone-
sia dan atau Lembaran Daerah yang bersangkutan.

adakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai
pekerjaan Pemerintahan Daerah, baik mengenai urusan rumah tang-
ga Daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan.

(3) Ketentuan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, ber-
laku juga bagi Gubernur Kepala Daerah lerhadap Pemerintah Dae-
rah Tingkat II. :

(4) Untuk kepentingan pengawasan umum, Pemerintah. Daerah wajib
memberikan keterangan yang diminta oleh para pe_;abat yang dimak-
sud dalam ayat-ayat (2) dan (3) pasal ini.

(5) Terhadap penolakan untuk memberikan keterangan yang dimaksud
dalam ayat (4) pasal ini, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepa-
la Daerah dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu.

{6) Cara pengawasan umum yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, di-
atur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
WILAYAH ADMINISTRATIP

Bagian Pertama
Pembentukan dan Pembagian

Pasal 72

(1) Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Ke-
satuan Republik Indcnesia dibagi dalam Wiayah-wilayah Propinsi
dan Ibukota Negara.

{2) Wilayah Propinsi dibagi dalam Wilayah-wilayah Kabupaten dan Ko-
tamadya.

(3) Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah
Kecamatan.

(4) Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkem-
bangannya, dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Admi-
nistratip yang pengaturannya dltetapkan dengan Peraturan Pemerin-
tah.
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bantu Gubernur, Pembantu Bupati atau Pembantu Wahkolamadya yar
mempunyai wilayah kerju tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Pasal 74
(1) Nama dan batas Daerah Tingkat I adalah sama dengan nama dan ba-
tas Wilayah Propinsi atau Ibukota Negara.
(2) Nama dan batas Daerah Tingkat Il adalah sama dengan nama dan ba-
tas Wilayah Kabupaten atau Kotamadya.
(3) Ibukota Daerah Tingkat I adalah ibukota Wilayah Propinsi.
(4) Ibukota Darah Tingkat ! adalah ibukota w1layah Kabupaten.

Pasal 75
Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam pasal ?4 Un-
dang-Undang ini, maka pembentukan, nama, batas, sebutan, ibukota
dan penghapusan Witayah lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Kepata Wilayah

Pasal 76 :
Setiap Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah.

Pasal 77
Kepala Wilayah:
. Propinsi dan Ibukata Negara disebut Gubernur;
. Kabupaten disebut Bupati;
Kotamadya disebut Walikotamadya;
. Kota Administratip disebut Walikota;
Kecamatan disebut Camat.

Pasal 78
Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Wilayah:
a. Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Kabupaten
atau Kotamadya atau Kota Administratip yang bersangkutan;
b. Kota Administratip bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Ka-

bupaten yang bersangkutan;
c. Kabupaten atau Kotamadya bertanggung jawab kepada Kepala Wi-

layah Propinsi yang bersangkutan;

P angm

"

Pasul 79
(1} Kepala Daerah Tingkat [ karena jabatannya adalah Kepala Wilayah
Propinsi atau Ibukota Negara.

Perpustakaan Unik (2) Kepala Daerah Tingkat I1 karena jubatannya adalah Kepala Wilayah

Kabupaten atau Kotamadya.

(3) Ketentuan tentang pengangkatan dun pemberhentian Kepala Wi-
layah Kota Administratip dan Kepala Wilayah Kecamatan dlalur de-
ngan Peraturan Menteri Dalam Negen

Pasal 80

Kepala Wilayah sebagai Wakil Pemerintah adalah pcnguasa Tunggal di
bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerin-
tahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan ma-
syarakat di segala bidang. f .

Pasal 81

Wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah:

a. membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan
kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pe-
merintah ; '

b. melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pembinaan ideolo-
gi Negara dan politik dalam negeri serta pembmaan kesatuan Bangsa
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. menyelenggarakan kordinasi atas kegiatan-kegiatan Instansi-Instansi
Vertikal dan antara Instansi-Instansi Vertikal dengan Dinas-Dinas
Daerah, baik dalam perencanaan maupun.dalam pelaksanaan untuk
mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya,

d. membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah Daerah;

e. mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perun-
dang-undangan dan Peraturan Daerah dijalankan oleh Instansi-in-
stansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pejabat-pejabat yang
ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap
perlu untuk menjamin kelacancaran penyelenggaraan pemerintahan,

f. melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasar-
kan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya;
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Pasal 82

(1) Wakil Kepala Daerah Tingkat [ karena jabatannya adalah Wakil Ke
pala Wilayah Propinsi atau Ibukota Negara dan disebut Wakil Gu

Pasal 84
1} Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Wilayah.
2) Sekretaris Daerah karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah.

bernur. Perpustakaan Unik 3)° Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1)

(2) Wakil Kepalz Daerah Tingkat II karena jabatannya adalah Wakil
Kepala Wilayah Kabupaten atau Kotamadya dan disebut Wakil Bu-
pati atau Wakil Walikotamadya.

Pasal 83

(1) Tindakan kepolisian terhadap Kepala Wilayah Propinsi hanya dapat
dilakukan atas persetujuan Presiden.

(2) Hal-hal yang dikecuzl, xan terhadap ketentuan yang dimaksud dalam

ayat (1) pasal ini adalah:

a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;

b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan hukumag mati;

c¢. dituduh t‘clal‘ﬂmclakukan tindak pidana kejahatan yang termaktub
dalam Kitab l%ndang Undang Hukum Pidana BUKU KEDUA
BAB .

(3) Tindakan kepolisian yang dimaksud datam ayat (2) pasal ini selam-
bat-lambatnya dalam waktu 2 {dua) kali 24 (duapuluh empat) jam se-
sudahnya harus dilaporkan kepada Jaksa Agung dtau kepada Mente-
ri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, yang pada
gilirannya harus melaporkan kepada Presiden selambat-lambatnya
dalam waktu 2 (duz) kali 24 (duapuluh empat) jam.

(4) Tindakan kepolisian terhadap Kepala Wilayah lainnya dilakukan de-
ngan memberitahukan sebelumnya kepada Kepala Wilayah atasan
dari yang bersangkutan.

(5) Tindakan kepolisian yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini diberita-
hukan selambat-lambatnya 2 (dua)kali 24 (duapuluh empat) jam se-
sudahnya kepada Kepala Wilayah atasan dari yang bersangkutan,
apabila menyangkut hal-hal yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

pasal ini. susunan organisasi dan formasi Sekretariat Wilayah lainnya
serta pengangkatan dan pemberhentlan pejabatnya diatur oleh Men-
tert Dalam Negeri.

Bapian Keempat

Instansi Vertikal

Pasal 85

{1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Instansi Vertikal berada di ba-
wah kordinasi Kcpala Wilayah yang bersangkutan.

(2) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, di-
atur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Polisi Pamong Praja

Pasal 86

1} Untuk membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan peme-
rintahan umum diadakan satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Kedudukan, tugas, hak dan wewenang Polisi Pamong Praja yang di-
maksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerin:
tah.

(3) Susunan organisasi dan formasi satuan Polisi Pamong Praja yang di-
maksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Ne-
geri.

' Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 87

(1) Pembiayaan kegiatan Kepala Wilayah, Sekretariat Wilayah dan Poli-
si Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen
Dalam Negeri.

(2) Sekretariat Wilayah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah
Sekretariat Wilayah yang dimaksud dalam pasal 84 ayat {3) Undang-
Undang ini.
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Pasal 88
Pengaturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-Ul
dang.

BAB VI:
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

Ketentuan-ketentuan pokok tentang organisasi dan hubungan kerja per-
angkat Pemerintah di daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 90

Pola organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.
BAR VII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 9]

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:

a. Daerahk Tingkat I dan Daerah Tingkat Il yang berhak mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang No-
mor 18 Fahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, ada-
lah Daerah Tingkat [ dan Daerah Tingkat II yang dimaksud dalam pa-
sal 3 Undarg-Undang ini;

b. KepalaDaerah darn Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang
sekarang adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut
Undang-Undang ini dengan sebutan Kepala Daerah Istimewa Yogya-
karta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tidak ter-
ikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah lainnya;

c. Segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan atau dinyatrakan
berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini, tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti

.berdasarkan Undang-Undang ini;

d. Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Un-
dang-Undang ini dan belum diatur dalam peraturan pelaksanaan di-

~
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Perpustakaan Unik

LOrE MCuun)ang Hdik Dereniangdan acngin U naanpg-Liinuadarg, ni.
¢. Kepala Daerah beserta perungkatnya yang ada pada suat mulai berla-
kunya Undang-Undang ini. tetap menjalankan tugasnya kecuali di-
tentukan lain berdusarkan Undang-undang ini.
Pasal 92
Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 91 hu-
ruf a Undang-Undanp ini, maka pada saat berlakunya Undang-Undang
ini:

a. nama can batas Daerah Tingkat I yang dimaksud dalam Undang-Un-
dang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Dae-
rah, adalah pula nama dan batas wilayah Propinsi atau [bukota Nega-
ra yang dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini;

b. namadan batas Dacrah Tingkat I yang dimaksud dalam Undang-Un-
dang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokek Pemerintahan Dae-
rah, adalah pula nama dan batas Wilayah Kabupaten atau Kotamadya
yang dimaksud dalam pasal 74 ayat (2) Undang-Undang ini;

c. ibukota Daerah Tingkat I yang dimaksud dalam Undang-Undang No-

mor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerinthan Daerah, ada-
lah pula ibukota Wilayah Propinsi yang dimaksud dalam pasal 74 ayat
(3) Undang-Undang ini;

d. ibukota Daerah Tingkat Il yang dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah,
adalah pula ibukota Wilayah Kabupaten yang dimaksud dalam pasal
74 ayat (4) Undang-Undang ini;

¢. Kecamatan yang ada sckarang, adalah Kecamatan yang dimaksud da-

tam pasal 72 ayat (3} Undang-Undang ini.
BAB VIII
PENUTUP

: Pasal 93
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tidak berlaku lagi:

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Peme-

rintahan Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Normor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
2778):
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1ain,
Pasal 94

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng
undangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia. '

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 1974
MENTERLISEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DHARMONQ SH
MAYOR JENDERAL TNI
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Perpustakaan Unik

PENJELASAN

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1974
TENTANG
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DESA
I. PENJELASAN UMUM
1. Dasar Pemikiran:

a. Undang-Undang ini disebut "Undang-Undang tentang Pokok-po-
kok Pemerintahan di Daerah”, oleh karena dalam Undang-Un-
dang ‘ini diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerin-
tahan Daerah Otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan peme-
rintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah; yang
berarti bahwa dalam Undang-Undang ini diatur pokok-pokok pe-
nyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentrali-
sasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan di daerah.

b. Sebagaimana telah diketahui, Pemerintah bersama-sama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh Majelis Permu-
syawaratan Rakyat sementara telah ditugaskan untuk meninjau
kembali Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah. Penugasan tersebut tercantum di da-
\am Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No-
mor XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi seluas-luasnya
kepada Daerah.

Sebagai pelaksanaan dari penugasan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara tersebut, Pemerintah bersama-sama Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah berhasil mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak
berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1965. '

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 itu ditentukan
bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 termasuk dalam
Lampiran IIT, yaitu Undang-Undang yang dinyatakan tidak berla-
ku tetapi pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang yang ber-
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- Dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor \

. tapan-Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Sementara R« Perpustakaan Unik

MPR/1973 tentang Peninjavan Produk-produk yang berupa Kett

publik Indonesia, Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Se-
mentara Nomor XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Se-
luas-luasnya kepada Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi karena
materinya sudah tertampung dalam Garis-Garis Besar Haluan Ne-

gara

" d. Didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I'V/

MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, telah diga-
‘riskan prinsip-prinsip pokok tentang Pelaksanaan Otonomi Dae-
rah sebagai berikut: '
"Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang ter-
sebar di seluruh pelosok Negara, dan dalam membina kestabilan
politik serta kesatuan Bangsa maka hubungan yang serasi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesa-
“tuan, diarahkan pada pelaksanaan Ctonomi Daerah yang nyata
dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan
_pembangunan Daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dengan
dekonsentrasi”.
Dari prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan oleh Mejelis Per-
:'musyawaratan Rakyat tersebut dapat ditarik beberapa intisari se-
" “bagai pedoman untuk penyusunan Undang-Undang ini, yaitu di
- antaranya ialah :
(1) prinsip Otonomi Daerah;
(2) tujuan pemberian otonomi kepada Daerah;
(3) pengarahan-pengarahan dalam pemberian otonomi kepada
+Daerah; !
{4) pelaksanaan pemberian otonomi bersama-sama dengan de-
konsentrasi.

- e: Prinsip yang dipakai bukan lagi "otonomi yang riil dan seluas-luas-

nya” telapi "otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. Dengan

" demikian prinsip otonomi yang riil atau nyata tetap merupakan

prinsip yang harus melandasi pelaksanaan pemberian otonomi ke-

"~ ¢« pada Daerah. Sedang istilah "seluas-iuasnya” tidak lagi diperguna-
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membahayakan keutuhan Negara Kesatuan dan tidak serasi de-
ngan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah se-
suai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Garis-Garis Be-
sar Haluan Negara. Istilah "nyata” dan “bertanggung jawab” kira-
nya zkan menjadi lebih jelas di dalam penjelasan-penjelasan selan-
jutnya.

Maksud dan tujuan pemberiar otonomi kepada Daerah sudah di-

tegaskan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ber-

orientasi pada pembangunan. Yang dimaksud dengan pembangun-
an di sini adalah pembangunan dalam arti yang luas, yang meliputi
segala segi kehidupan dan penghidupan. Jadi pada hakekatnya
Otonomi Daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak,
yaitu kewajiban Daerah untuk ikut melancarkan jalannya pemba-
ngunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan Rakyat yang
harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

. Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan tegas telah memberikan

pengarahan-pengarahan yang harus diperhatikan dalam pelaksa-
naan Qtonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Peng-
arahan-pengarahan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:
(1) harusserasi dengan pembinaan politik dan Kesatuan Bangsa;
(2) harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara Pemerin-
,tah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Nepara Kesatuan;
(3) barus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Dae-
rah.
Dari pengarahan-pengarahan tersebut tampak dengan jelas perwu-
judan dari prinsip Otcnomi Daerah yang nyata dan bertanggung ia-
wab. Nyata dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada Daerah
haruslah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan
dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang
benar-benar dapat menjamin Daerah yang bersangkutan secara
nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri. Bertanggung ja-
wab, dalam arti bahwa pemberian otonomi itu benar-benar sejalan
dengan lujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebut
di seluruh pelosok Negara dan serasi atau tidak bertentangan de-
ngan pengarahan-pengarahan yang telah diberikan, serasi antara
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Kiranya dapat dimengerti bahwa istilah "otonomi yang seluas-luas
nya” adalah tidak sesuai dengan jiwa pengarahan-pengarahan ter.
sebut, terutama ditinjau dari segi kesatuan Bangsa dan keutuhar
Negara Kesatuan.

. Intisari keempat adalah bahwa pemberian otonomi kepada Dae-

rah, dilaksanakan bersama-sama dengan dekosentrasi. Rumusan
ini adalah sangat tepat dan secara prinsipiil berbeda dengan rumus-
an yang terkandung dalam penjelasan Ketetapan Majelis Permu-
syawaratan Rakyat Sementara Nomor XXI/MPRS/1966, di mana
dekonsentrasi dinyatakan sebagai komplemen saja sekalipun de-
ngan predikat "'vital”.

Dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, asas
dekonsentrasi bukan sekedar komplemen atau pelengkap terhadap
asas desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya dalam penyeleng-
garaan pemerintahan di daerah.

Apakah sesuatu urusan pemerintah di daerah akan tetap diseleng-
garakan oleh perangkat Pemerintah (atas dasar asas dekonsentra-

i) ataukah diserahkan kepada Daerah menjadi urusan otonomi

(atas dasar asas desentralisasi) tertutama didasarkan pada hasilgu-
na dan dayaguna penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

Oleh karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara kita
adalah Negara Kesatuan, maka dalam penyusunan Undang-Un-
dang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan dalam
melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan apapun dalam
rangka kenegaraan harus tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia.

i. Dariuraian-uraian di atas jelaslah kiranya bahwa penyelenggaraan

pemerintahan di daerah menurut Undang-Undang ini dilaksana-

kan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1) pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah harus me-
nunjang aspirasi perjuangan Rakyat, yakni memperkokoh Ne-
gara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan Rak-
yat Indonesia seluruhnya;

(2) pemberian otonomi kepada Daerah harus merupakanotonomi
yang nyata dan bertanggung jawab:

Perpustakaan Unik

2. Pembagian wilayah
2. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan tentang pemba-

pelaksanaan asas tugas pembantuan;

(4) pemberian otonomi kepada Daerah mengutamakan aspck ke-
serasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian;

(5) wjuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk me-
ningkarkan dayaguna dan hasilguna penyclenggaraan peme-
rintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangun-
an dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkat-
kan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan Bangsa.

gian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 itu an-
tara lain berbunyi:

"Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Un-
dang™.

Penjelasan pasal 18 itu antara fain berbunyi:

"Oleh karena Negara Indonesia itu satu "eenheidsstaat™, maka In-
donesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya vang
bersifat “staat” juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah
vanglebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autonoom. (Steek dan
locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka,
semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Un-
dang™.

. Dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta pen-

jelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pe-
merintah diwajibhan untuk melaksanakan politik desentraliszsi
dan dekonsetrasi di bidang ketatanegaraan, Sebagai konsekwenst
dari prinsip tersebut di atas maka dalam Undang-Undang ini de-
ngan tegas dinyatakan adanya Daerah Otonom dan Wilayah Admi-

nistratip.

. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi disebut
Daerah Otonom yang selanjutnya disebut "Daerah”, yang dalam

Undang-Undang ini dikenal adanya Daerah Tingkat I dan Daerah

Tingkat II.
Sedang Wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi di-
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tikal dan merupakan inghungan kerja perangkat Pemerintuh yang
menyelenggarakan urusan pemerintah umum di daerah.
Pembentukan Wilayah-wilayah dalam susunan vertikal adatah un-
tuk meningkatkan pengerdalian dalam rangka menjamin kelancar-
an penyelenggaraan pemerintahan.

3. Asas-asas penyclenggarazn pemerintahén

76 °

a. Umnum

Di muka telah dijelaskan bahwa scbagai konsckwensi dari pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diperjelas dalam Ga-
ris-Garis Besar Haluan Negara. Pemerintah diwajibkan melaksa-
nakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam menyelenggara-
kan pemerintahan di daerah.

Tetapi di samping asas desentralisasi dan dekonsentrasi Undang-
Undang ini juga memberikan dasar-dasar bagi penyelenggaraan
berbagai urusan pemerintahan di dacrah menurut asas tugas pem-
bantuan,

. Desentralisasi

Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Dae-
rah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya
menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya. Da-
lam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Daerah, baik
yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelak-
sanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. De-
mikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah
itu sendiri, yaitu terutama Dinas-Dinas Daerah.

. Dekonsentrasi

Oleh karena itu semua urusan pemerintah dapat diserankan kepa-
da Daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan
berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh per-
angkat Pemerintah di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada peja-
bat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap
menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat baik mengenai peren-
canaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur pelaksanazn
adalah terutama Instansi-instansi Vertikal, yang dikordinasikan
oleh Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku perangkat Peme-

Perpustakaan Unik

Pusat.

. Tugas Pembantuan
Di muka telah disebutkan bahwa tidak semua urusan pemerintah-
an dapat discrahkan kepada Daerah menjadi urusan rumah tangga-
nya.
Jadi beberapa urusan pemerintahan masih tetap merupakan uru -
sanPemerintah Pusat. Akan (ctapi adalah berat sekali bagi Peme-
rintah Pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah-
an di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawab-
nya itu atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampu-
an perangkat Pemerintah Pusat di daerah. Dan juga ditinjau dari
segi dayaguna dan hasilguna adalah kurang dapat dipertanggungja-
wabkan apabila semua urusan Pemerintah Pusat di daerah karena
dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di daerah karena hal itu
akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya.
Lagi puvla, mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat
dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.
Atas -dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Undang-
Undang ini- memberikan kemungkinan untuk dilaksanakannya
berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas tugas pem-
bantuan.

4, Daerah Otonom
a. Otonomi Daerah

- (1) Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk me-
mungkinkan Daerah yang bersangkutau mengatur dan meng-
urus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan dayaguna
dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangun-
an. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada
Daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksa-
nakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah
tangganya.

{2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
dan pelaksanaan pembangunan, maka Undang-Undang ini
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langsung berhubungan dengan masyara-kat sehingg'a di_hara|
kan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi m:
syarakat tersebut,

(3) Penyerahan urusan-urusan pemerintahan kepada Daerah dilt perpusta

knkan secara bertahap disesvaikan dengan keadaan dan ke-
mampuan Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian maka
isz otonomi itu berbeda antara Daerah yang satu dengan lain-
nya.

(4) Meskipun berbagai urusan telah diserahkan kepada Daerah se-
bagai pelaksanaan asas desentralisasi tetapi tanggung jawab
terakhir terhadap urusan-urusan tersebut tetap berada di ta-
ngan Pemerintah. Oleh karena itu maka urusan-urusan yang
telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerahitu apa-
bila diperlukan dapat ditarik kembali menjadi urusan Pemerin-
tah. Misalnya apabila urusan tersebut telah berkembang sede-
raikian rupa sehingga menyangkut kepentingan yang lebih [uas
dan lebih tepat diurus langsung oleh Pemerintah atau Daerah
tingkat atasnya.

(5) Sebagai konsekwensi prinsip otonomi yang nyata dan bertang-

gung jawab, Undang-Undang ini membuka kemungkinan un-
tuk penghapusan Daerah Otonom. Di muka telah diterangkan
bahwa pemberian otonomi kepada Daerah dimaksudkan un-
tuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna dalam penyeleng-
garaan pemerintahan, terutama dalam pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
Apabila setelah dibina dan dibimbing serta diberi kesempatan
seluas-luasnya ternyata sesuatu Daerah tidak mampu meng-
atur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan hanya meng-
gantungkan hidupnya dari subsidi Pemerintah maka adalah se-
wajarnya apabila Daerah yang demikian itu dihapuskan.

(6) Sebagai konsekwensi dari Negara Kesatuan dan untuk memu-
dahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Daerah
maka Undang-Undang ini mengusahakan sejauh mungkin ada-
nya keseragaman dalam hal pengaturan mengenai Pemerintah
Daerah.

e

aan Unik

* dan berubah. Hal ini terutama adalah disebabkan oleh keada-
an yang timbul dan berkembang di dalam masyarakat itu sendi-
Il
Berhubung dengan itu, sebagaimana telah dikemukakan di
atas, Undang-Undang ini memberikan kemungkinan untuk se-
cara bertahap menambah penyerahan urusan-urusan kepada
Daerah, tetapi sebaliknya dimungkinkan pula penarikan kem-
bali sesuatu urusan yang semula telah diserahkan menjadi
urusan rumah tangga Daerah. Bahkan dimungkinkan pula
penghapusan sesuatu Daerah dan pembentukan Daerah-dae-
rah baru.

(2) Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan saran-
saran kepada Presiden tentang hal-hal tersebut.di atas, maka
Undang-Undang ini menentukan adanya Dewan Pertimbang-
an Otonomi Daerah, yang terdiri dari beberapa orang Menteri
dan diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Dalam hal-hal yang menyangkut pasal-pasal 4 dan 5 Undang-

‘undang ini kekuatan-kekuatan sosial politik diundang untuk
didengar pendapatnya.

. Keuangan Daerah

Agar supaya Daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri de-
ngan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-
sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak se-
mua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada Daerah maka ke-
pada Daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber
kenangannya seadizi berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

. Pemerintah Daerah -
(1) Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Pemerintah

Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Konstruksi yang demikian ini menjamin adanya kerjasama
yang serasi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk mencapai tertib pemerintahan di dae-

rah. v
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rarkhi Bertanggungljawab kepada ‘Presiden melalui Menteri
Dalam Negeri. Hal ini adalah sesuai dengan kedudukan Presi-

den sebagai penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggara-
an pemerintahan di seluruh wilayah Negara. Dan ditinjau dari

umuuxal yang sama tinggi antara Kepala Daerah dengan De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Kepala Daerah memim- f’

p bidang eksckutip dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5=
bergerak dalam bidang legislatip. Menurut Undang-Undang perpu::g;n Unik

il pembuatan Peraturan Daerah dilakukan bersama-sama
olkch Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -
Peraturan Daerah yang telah dibuat bersama-sama dan telah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ter-
sebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan
ditandatangani serta oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. )

(3) Kiranya perlu ditegaskan di sini bahwa walaupun Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah, te-
tapt Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh mencam-
puri bidang eksekutip, tanpa mengurangi hak-haknya sesuai
dengan Undang-Undang ini.

Bidang eksekutip adalah wewenang dan tanggung jawab Kepa-
la Daerah sepenuhnya.

¢. KepalaPaerah

(1) Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi, yaite sebagai
Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan
bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintah-
an Daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin
peayelenggaraan urusan pemerintaban umum yang menjadi
tugas Pemerintah Pusat di daerah, Dari uraian ini jelaslah kira-
nya betapa penting dan luasnya tugas seorang Kepala Daerah.
I}ahn pengangkatan seorang Kepala Daerah, haruslah dipe-
timbangkan dengan seksama, schingga memenuhi persyaratan
untuk kedua fungsi itu. Sebagai Kepala Wilayah, makaia harus.
mempunyai kecakapan di bidang pemerintahan dan dipercayai
sepeanhnya oleh Pemerintah. Dan sebagai Kepala Daerah
Otosom, maka ia perlu mendapat dukungan dari Rakyat yang

dipimspinnya.

(2) Tatacara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala

Dacrah )_(apg.ditetapkan dalam pasal-pasal 15 dan 16 Undang-
Und?g ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dari kedua
fungst Kepzla Daerah tersebut,

segi prinsip-prinsip organisasi dan ketatalaksanaan, adalah te-
pat sekali jika Kepala Daerah hanya mengenal satu garis per-
tanggungjawaban, oleh karena itu Kepala Daerah tidak ber-
tanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Namun demikian, Kepala Daerah berkewajiban memberikan
keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang pelaksanaan pemerintahan Daerah
yang dipimpinnya, agar supaya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah dapat se-
lalu mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah.
Dalam memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut
Kepala Daerah perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan pa-
sal-pasal 62, 63 dan 64 Undang-Undang ini. Dalam hal ini De-
wan Perwakilan Rakyat Dacrah dapat memberikan tanggapan-
tanggapan sesuai dengan hak-haknya sebagaimana tercantum
dalam pasal 29 Undang-Undang ini.

{4} Telah dijelaskan, bahwa Kepala Daerah menurut hierarkhi
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri Istilah "melalui” di sini bukanlah berarti bahwa Menteri
Dalam Negeri hanya meneruskan bahan-bahan pertanggung-
jawaban Kepala Daerah kepada Presiden, tetapi Menteri Da-
lam Negeri sebagai peinbantu Presiden mengolah bahan-bahan
pertanggungjawaban Kepala Daerah, mengambil wewenang- -
nya dan melaporkan kepada Presiden mengenai hal-hal yang

prinsipiil dan penting.

f. Wakil Kepala Daerah
Mengingat luasnya tugas-tugas yang dihadapi oleh Kepala Daerah
baik dalam fungsinya sebagai Kepala Wilayah Administratip mau-
pun sebagai Kepala Daerah Otonom, maka pada dasarnya dipan-
dang perlu adanya jabatan Wakil Kepala Daerah. Mengingat kon- -
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whan. Wakil Kepala Dacrahdiangkat dari Pegawai Negeri berc'” !

(2) Sekretariat Daerah adalah unsur staf. Sebagai unsur stal, maka
sarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Sekretariat Daerah menyelenggarakan tugas-tugas umum staf.
Mengingat betapa luas banyaknya segi-segi tugas staf. maka
untuk Jabatan staf adalah jabatan karier, oleh sebab itu pega-

g. Dewan Perwakilan Rakyatl Daerah

Perpustakaan Unik
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(1) Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai wakil Rakyar,

wai yang ditempatkan pada jabatan staf haruslah pegawai yang

maka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan
hak-hak tertentu yaitu:

{a) anggaran;

(b) mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota;
{c) meminta keterangan;

{d) mengadakan perubahan;

(e} mengajukan pernyataan pendapat;

(f} prakarsa;

(g) mengadakan penyelidikan.

(2) Hak-hak yang dimaksud di atas adalah untuk memungkinkan

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah melaksanakan fungsinya.
Untuk menghindarkan kesimpangsiuran penafsiran, maka ca-
ra-cara penggunaan hak-hak tersebut di atas diatur dengan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-
suai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri. Khusus mengenai cara penggunaan hak mengadakan
penyelidikan diatur dengan Undang-Undang. Hal ini dipan-
dang perlu, karena penggunaan hak mengadakan penyelidikan
itu mempunyai konsekwensi-konsekwensi yang luas. Dengan
diberikannya hak prakarsa kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah maka Rancangan-rancangan Peraturan Daerah tidak
hanya dibuat oleh Kepala Daerah tetapi dapat puladibuat oleh
Dewan Perwakiian Rakyat Daerah.

h. Sekretariat Daerah
(1) Sekretariat Daerah Tingkat [ diintegrasikan dengan Sekreta-

riat Wilayah Propinsi atau Ibukota Negara dan Sekretariat
Daerah Tingkat I diintegrasikan dengan Sekretariat Wilayah
Kabupaten atau Kotamadya. Dengan demikian, maka Sekre-
tariat Daerah adalah Sekretariat yang membantu Kepala Dace-
rah dan Kepala Wilayah. Dengan pengintegrasian Sekretariat
ini. maka dapatlah diharapkan dayaguna dan hasilguna dalam

benar-benar dapat diandalkan dan memenuhi syarat-syarat
serta mempunyai kwalifikasi-kwalifikasi tertentu berdasarkan
peraturan kepegawaian yarig berlaku. Karena jabatan staf ada-
lah jabatan karier, maka Seksetaris Daerah pun adalah jabatan
karier. :

Dengan perkataan lain, Sekretaris Daerah tidak dipilih, tetapi
diangkat dari Pegawai Negeri yang memenuhi syarat-syarat se-
telah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Yang dimaksud dengan “setelah mendengar pertimbangan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah bahwa Pim-
pinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terscbut menyampai-
kan pertimbangannya kepada Kepala Dacrah setelah mend.-
nearfmeminta pendapat Fraksi-Fraksi.

. Dinas Daerah

(1) Dinas-Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Dae-
rah.
Urusan-Urusan yang diselenggarakan oleh Dinas-Dinas Dae-
rah adalah urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah
tangga Daerah.
Pembentukan Dinas Daerah untuk melaksanakan urusan-
urusan yang masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan
belum diserahkan kepada Daerah dengan sesuatu Undang-Un-
dang atau Pcératuran Pemerintah menjadi urusan rumah tang-
ganya, tidak dibenarkan.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, Dinas-Dinas Daerzh itu berada
sepenuhnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah.

. Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh
Daerah untuk memperkembangkan perekonomian Daerah dan
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5.

N

perusahazn yang schat, atau dengan perkataan lain, Perusahaan
Dacrah harus melakukan kegiatannya secara berdayaguna dan
berhasilguna. Dalam hal ini perlu dicegah adanya kecenderungan-
kecenderungan ke arah sistem serba negara (ctatisme) dan mono-
poli sebagaimana telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan
Negara.
Wilayah Administratip
a. Unum i
Untuk merealisasikan ketentuan tzntang “daerah administrasi be-
laka” yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang
Dasar 1945, maka Undang-Undang ini mengatur secara jelas hal-
hal yang berhubungan dengan Witayah Administratip.
b. Kepala Wilayah
(1) Kepala Wilayah dalam semua tingkat sebagai Wakil Pemerin-
tah Pusat adalah Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan di
daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, bidang per-
adilan, bidang luar negeri dan bidang moneter dalam arti men- -
cetak uang, menentukan nilai mata uang dan sebagainya.
Ia berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemeriri-
tahan, mengkordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pem-
bangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala
bidang. Dengan perkataan lain, Penguasa Tunggal adalah Ad-

ministrator Pemerintahan, Administrator Pembangunan dan |

Administrator Kemasyararakatan.

Sebagai wakil Pemerintah dan Penguasa Tunggal, maka Kepa-
la Wilayah adalah pejabat tertinggi di Wilayahnyadi bidang pe-
‘merintahan, lepas dari persoalan pangkat.

(2) Wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah:
(a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban Wilayah:

i. Ketentramandan ketertiban adalah suatu keadaan di
mana Pemerintah dan Rakyat dapat melakukan kegiat-
ansecara aman, tertib dan teratur.

Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh
pelbagai sebabdan keadaan, di antaranya ialah:

Perpustakaan Unik

iii.

- bencana-bencana, baik bencana alam maupun ben-
cana yang ditimbulkan oleh manusia;

- faktor-faktor yang terletak di bidang ekonomi dan
keuangan.

. Pembinaan serta pemeliharaan ketentraman dan ke-

tertiban ini yang menuju ke arah ketertiban masyara-
kat adalah tugas kewajiban dan tanggung jawab Peme-
rintah. Oleh sebab itu Pemerintah menetapkan kebi-
jaksanzan pembmaan serta pemeliharaan ketentram-
an dan ketertiban yang berlaku di dalam seluruh wi-
layah Negara, termasuk di dalamnya pengerahan alat-
alat keamanan.

Berhubung dengan luasnya wilayah Negara dan untuk

menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktu-

nya, maka dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan

pembinaan serta pemeliharaan ketentraman dan ke-

tertiban itu, dalam keadaan biasa, kepada Kepala Wi-

layah perlu diberikan beberapa wewenang pembinaan

ketentraman dan ketertiban di wilayahnya meliputi:

- wewenang pengaturan untuk dapat mendorong ter-
ciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- 'wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan penanggu-
langan bencana-bencana;

. wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan di bldang
politik, ekonomi dan sosial budaya.

iv. Apabila terjadi aiau diperkirakan akan terjadi gang-

guan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya, maka
sesuai dengan sifat, hakekat dan bentuk gangguan ter-
sebut Kepala Wilayah menentukan kebijaksanaan un-
tuk meniadakan atau mencepah gangguan itu.
Kebijaksanaan ini dapat bersifat prepentip dan dapat
pula bersifat represip.

Yang bersifat prepentip misalnya kalau ada atau akan
ada kegiatan tertentu (pasar malam, perselisihan go-
longan dan lain-lain} yang diperkirakan akan menim-
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an masyarakat, Kepala wilayan menentukan Keoijdx-
sanaan untuk meniadakan sebab-sebab yang mungkin
menimbulkan gangguan itu.

Yang bersifat represip, misalnya kalau terjadi bencana
alam, bagaimana memberikan perlindungan serta pe-
nyelamatan penduduk .yang tertimpa bencana itu
(apakah penduduk itu perlu dipindahkan atau tidak
dan sebagainya), bagaimana penyelamatan harta ben-
danya, pemberian perawatan dan lain-lain.

. Sebelum Kepala Wilayah menentukan kebijaksana-

annya, ia diwajibkan untuk mengadakan musyawarah
dengan Pimpinan Badan-badan/Alat-alat Keamanan
yang ada di wilayahnya untuk bersama-sama menilai
keadaan.

Untuk keperluan tersebut dibentuk Badan tersendiri,
yang diketuai oleh Kepala Wilayah dan beranggota-
kan Panglima/Komandan/Kepala ABRI yang bertu-
gas di wilayah itu.

i. Kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Wi-

layah wajib diamankan pelaksanaannya oleh alat-alat
Negara. i

Pelaksanaan pengamanan kebijaksanaan tersebut ha-
rus berdasarkan ketentuan/peraturan dan Doktrin Pe-
laksanaan Tugas yang berlaku baginya dan yang ber-
sangkutan menyampaikan laporan kepada Kepala Wi-
layah selaku Pemegang kebijaksanaan pembinaan ke-
tentraman dan ketertiban wilayahnya.

(b) Pembinaan ideologi Negara, politik dalam Negeri dan ke-
satuan Bangsa.
i . Bangsa Indonesia telah mempunyai falsafah ideologi

PANCASILA, tetapi pengalaman kita selama ini te-
lah membuktikan, bahwa ada golongan yang selalu
berusaha merongrong atau menyelewengkan PAN-
CASILA dan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Walau-
pun demikian, berkat kebenaran dan keampuhan fal-
safah dan ideologi PANCASILA itu, segala rongrong-
an dan penyelewengan terhadap PANCASILA itu

Perpustakaan Unik

iii.

iv.

perangkat Negara dalam semua tingkat untuk meng-
amankan dan mengamalkan PANCASILA dan Un-

dang-Undang Dasar 1945.

ii. Masyarakat adil dan makmur berdasarkan PANCA-

SILA sebagai tersebut dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, hanyalah dapat dicapai dengan
melaksanakan pembangunan secara berencana dalam
segala bidang, sedang pembangunan baru dapat dilak-
sanakan dengan baik apabila sudah tercipta politik
dalam negeri yang stabil dan mantap.

Menciptakan kestabilan dan kemantapan politik ada-
lah salah satu tugas Pemerintah yang penting.
Berhubungan dengan keadaan Bangsa Indonesia yang
bersifat Bhinneka Tunggal Tka, maka usaha-usaha
pembinaan kesatuan Bangsa mutlak perlu direncana-
kan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan secara
bertahap dan terus menerus.

Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara, politik da-
lam negeri dan kesatuan Bangsa di daerah-daerah ada- -
lzh menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Ke-
pala Wilayah, sesuai dengan kebijaksanaan yang di-
gariskan oleh Pemerintah.

(c) Penyelenggaraan kordinasi terhadap Instansi-instansi
Vemkal

. Instansi-instansi Vertikal adalah perangkat Departe-
men-departemen atau Lembaga-lembaga Peamerin-
tah non Departemen yang ditempatikan di daerah un-
tuk melaksanakan sebagian urusan Departemen-de-
partemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah non
Departemen yang bersangkutan.

i. Dalam prakteknya antara urusan-urusan yang dise-

lenggarakan oleh masing-masing Instansi Vertikal, be-
gitu juga antara urusan-urusan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah dan Instansi-instansi Verti-
kal, sangat erat hubungannya satu dan yang lain. Maka
untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-
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yang berwenanyg dan berkewajiban untuk menyeleng-
garakan kordinasi tersebut adalah Kepala Wilayah.
Berhubungan dengan itu, maka dalam melaksanakan
tugasnya Instansi-instansi Vertikal berada di bawah Perpustakaan Unik
kordinasi Kepala Wilayah sebagai wakil Pemerintah.
Berhubung dengan itu, maka Instansi-instansi Verti-
kal wajib melaporkan segala rencana dan kegiatan,
memberikan keterangan-keterangan yang diminta
dan mematuhi petunjuk-petunjuk umum yang diberi-
kan oleh Kepala Wilayah.

Dalam mengkordinasikan kegiatan-kegiatan Instansi-
instansi Vertikal, begitu juga antara Instansi-instansi
Vertikal dengan Pemerintah Daerak, Kepala Wilayah
harus selalu memperhatikan dan tidak boleh bérten-
tangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

(d) Bimbingan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.

i . Bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggara-

an pemerintahan Daerah di samping menjadi tugas Pe-

merintah adalah juga menjadi tugas Kepala Wilayah.

ii. Bimbingan dan pengawasan itu harusselalu dilakukan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

(e) Pembinaan tertib pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah
harus selalu diusahakan agar ditaati bukan saja oleh Rak-
yat tetapi juga oleh Instansi-instansi Pemerintah dan Pe-
merintah Daerah serta pejabat-pejabat yang bersangkut-
an. Tugas ini adalah tugas Kepala Wilayah dalam semua
tingkat.

Dalam hubungan ini Kepala Wilayah dapat mengambil
tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan we-
wenang yang ada padanya.

(f) Pelaksanaan tugas lain.
Selain tugas-tugas sebagai tersebut di atas, maka Kepala

Wilayah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang de-

iii.

menjadi tugas sesuatu lnstansi Pemerintah ataupun Peme-
rintah Daerah.
(3) Tindakan Kepolisian.
Berhubung dengan pentingnya kedudukan Kepala Wilayah
Propinsi maka untuk menjamin kewibawaannya, tatacara tin-
dakan kepolisian terhadap Kepala Wilayah Propinsi terscbut
diatur secara khusus.
¢. Sckretariat Wilayah
(1) Mengenai Sekretariat Wilayah Propinsi, Ibukota Negara, Ka-
bupaten dan Kotamadya, lihat penjelasan Sekretariat Dacrah.
(2) Sekretariat Wilayah Kecamatan dan Kota Administratip di-
atur oleh Menteri Dalam Negeri.

. Pengawasan

a. Umum
Dalam setiap organisasi, terutama dalam organisasi Pemerintahan,
fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan itu
adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara pe-
nyelenggaran tugas pemerintahan oleh Daerah-daerah dan oleh
Pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pe-
merintaehan secara berdayaguna dan berhasiiguna.

b. Pengawasan Umum
Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan
oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah un-
tuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan
baik. Pengawasan Umum terhadap pemerintahan Daerah dilaku-
kan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/BupaiifWalikota-
madya Kepala Daerah sebagai Wakil Pemerintah di daerah yang
bersangkutan.
c. Pengawasan Prepentip
(1) Pengawasan Prepentip mengandung pr|n51p bahwa Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok ter-
tentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang ber-
wenang, yaitu:
(a} Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan Daerah dan Kepu-
© tusan Kepala Daerah Tingkat I;
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(2) Pada pokoknya Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala
Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesaban ada-
lah vang :

(a) menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat Rakyat.
ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larang-
an, keharusan untuk berbuat'sesuatu atau tidak berbuat se-
suatu dan lain-lain yang ditujukan langsung kepada rakyat;

(b) mengadakan ancaman pidana berupa denda atau kurung-
an atas pelanggaran ketentuan tertentu yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah;

{c) memberikan beban kepada Rakyat, misalnya pajak atau.

retribusi Daerah;

(d) menentukan segala sesuatu yang perlu diketahui olch
umum, karena menyangkul kepentingan Rakyat, misal-
nya: mengadakan hutang piutang, menanggung pinjaman,
mengadakan Perusahaan Daerah, menetapkan dan meng-
ubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mene-
tapkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, mengatur gaji pegawai dan lain-lain.

d. Pengawasan Represip

(1) Pengawasan Represip dilakukan terhadap semua Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Pengawasan Represip berwujud penangguhan atau pembatal-
an Peraturan Dacrah atau Keputusan Kepala Daerah yang ber-
tentangan dengan kepentingan umum dan, peraturan perun-
dang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Penangguhan
atau pembatalaz itu dilakukan cleh pejabat|yang berwenang.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Un-
dang-Undang ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian
tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindar-
kan kesalah pahaman dalam menafsirkannya.
Yang dimaksud dengan Pembantu-pembantu Presiden dalam huruf a
pasal ini adalah Pembantu Presidensebagaimana yang dimaksud da-
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! \;“f Yang dimaksud dengan kata “wilayah” ("w™ kecil) dalam pasal ini
u\*%f-*f _adalah "territoir” yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-
Perpustakaan Unik Undang Dasar 1945,
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2}

Yang dimaksud dengan perkembangan dan pengembangan se-
lanjutnya ialah perkembangan dan pengembangan otonomi baik
mengenai jumlah maupun tingkatnya dalam arti dapat berkem-
bang ke samping, ke atas dan atau ke bawah.

Pasal 4

Untuk menentukan batas yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ma-
ka setiap Undang-Undang pembentukkan Daerah dilengkapi dengan
peta yang sejauh mungkin dapat menunjukkan dengan tepat letak
geografis Daerah yang bersangkutan. Demikian pula mengenai per-
ubahan batas Daerah dan pembentukan atau perubahan batas Wi-
layah.

* Pasal 5

Lihat Penjelasan Umum
Pasal 6

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang ditetapkan
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 78), mempunyai ciri-ciri dan
kebutuhan yang berbeda dengan Daerah Tingkat I lainnya. Pertum-
buhan dan perkembangan yang pesat menghendaki adanya susunan
pemerintahan yang lebih menjamin dayaguna dan hasilguna yang se-
besar-besarnya. Oleh karena itu pasal ini memberikan kemungkinan
bahwa jakarta sebagai Ibukota Negara, dalam wilayah dapat mempu-
nyai susunan pemerintahan yang berlainan dengan Daerah Tingkat ]
lainnya, yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-keten-
tuan dalam Undang-Undang ini, yang pengaturannya ditetapkan de-
ngan Undang-Undang tersendiri.
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Pasal 8
Ayat (1)
Lihat Penjelasan Umum,

Ayat (2) :

Penambahan penyerahan urusan pemermtahan kepada Daerah
haruslah disertai perangkat, alat perlengkapan dan sumber pem-
biayaan, sehingga dengan demikian urusan pemerintahan yang
diserahkan itu dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
Dalam pada itu perlu dikemukakan, bahwa penambahan penye-
rahan urusan pemerintahan kepada Daerah. ada kalanya tidak
perlu disertai dengan penyerahan perangkatnya, yaitu apabila
Daerah yang bersangkutan telah mempunyai perangkat tersebut

-atau perangkat itu sebelumnya telah diserahkan kepadanya.
Sebagai contoh, berbagai urusan di bidang pertanian telah dise-
rahkan kepada Daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya.
Pada waktu penyerahan itu disertai pula penyerahan perangkat-
nya, yaitu Dinas Pertanian Rakyat. Jika di kemudian hari terjadi
penambahan penyerahan urusan di bidang pertanian, maka da-
lam hal ini dengan sendirinya tidak perlu disertai penyerahan per-
angkalnya lagi, karena perangkat itu telah ada pada Daerah.

Pasal-pasal 9 sampai dengan 13
Lihat Pengelasan Umum
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15

Presiden dalam mengangkat Kepala Daerah dari antara calon-calon
yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak terikal
pada jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, karena hal
ini adalah merupakan hak prerogatip Presiden.

Pasal 16
Menteri Dalam Negeri, yang dalam hal ini bertindak atas nama Presi-

den dalam mengangkat Kepala Daerah Tifigkat II tidak terikat pada
jumlah suara yang diperoleh masing-masihg calon.
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Iviada Javalal MUl dlg hEPdld Lderdn agalan D (ima) tahun, dihitung
mulai tanggal pelantikannya. Apabila masa jabatan ini berakhir ma-
ka ia dapat diangkat kembali sebagai Kepala Daerah untuk masa ja-
batannya 5 (lima) tahun berikutnya.

Perpusiakaan Unik Apabila masa jabatan kedua ini telah berakhir, ia tidak boleh diang-

kat lagi sebagai Kepala Daerah untuk masa jabatan ketiga kalinya di
daerah tersebut.

Pasal 18
Pengucapan sumpah bagi penganut-penganut agama tertentu dapat
didahului dengan kata-kata penyebutan Tuhan Yang Maha Esa me-
nurut agamanya maing-masing. Misalnya untuk penganut dgama Is-
lam didahului dengan kata-kata "Demi Allah”.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Maksud diadakannya |arangan-larangan bagi Kepala Daerah yang di-
muat di dalam pasal ini ialah untuk menghilangkan kemungkinan

yang dapat mendorong Kepala Daerah berbuat hal-hal yang menya-
lahi tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Daerah.

Pasal 21
Cukup jelas.

lPasal 22

Lihat Penjelasan Umum.
Pasal 23

Ayat (1)
Sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di dalam Dae-
rahnya, maka selayaknyalah apabila Kepala Daerah bertindak
mewakili Daerahnya dalam segala persoalan yang timbul sebagai
akibat dari pelaksanaan pemerintahan yang dipimpinnya, baik di
dajam maupun di luar Pengadilan.

Ayat (2)
Berhubung dengan banyaknya tugas Kepala Daerah, maka apa-
bila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menunjuk seorang

93



IR UL U TOHEAUILAI, 1 ST JUAWH DU 0L L UGS i e
lakukan dengan resmt menurut prosedur yang berlaku.
Pasal-pasal 24 dan 25
Lihat Penjetasan Umum.
Pasal 26 _
Untuk mencegah kekosongan pimpinan pemerintahan Daerah. baik
bagi Daerah yang mempunyai Wakil Kepala Daerah maupun yang ti-
dak mempunyai Wakil Kepala Daerah, maka pasal ini menugaskan
kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur tentang pe.jabat
yang mewakili Kepala Daerah dalam hal Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah berhalangan.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan Undang-Undang dalam pasal ini adalah Un-
dang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 selama belum diubah atau di-
ganti.
Pasal-pasal 28 sampai dengan 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Sifat terbuka rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada-
lah sesuai dengan cita-cita Demokrasi PANCASILA, oleh kare-
na dengan demikian Rakyat dapat mengikuti secara langsung
tentang hal-hal yang dibicarakan dalam rapat-rapat itu.
Ayat (2)
Rapat tertutup dapat diadakan apabila masalah yang akan dibica-
rakan bersifat rahasia.
Ayat (3) ,
Cukup jelas.
Ayat (4)
Mereka yang hadir dalam rapat-rapat tertutup yang sengaja
membocorkan hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tersebut se-
belum Dewan membebaskannya, dapat dituntut di muka Peng-
adilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berla-
ku.
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dan bermanfaat yang memang sevogyanya harus dijumin dalam Ne-
gara Demokrasi PANCASILA. Namun denirkian para Anggota De-
o~  wan Perwakilan Rakyat Daerah walib memegang teguh kode etk
Perpustakaan Unik yang mengandung prinsip bahwa sesuaty hat yang harus dirahasiakan
tidak boleh dibocorkan.
Ayat (2)
Lihar penjelasan pasal 83.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Dalam menjalankan pemerintah Daerah perlu dijaga jangan sampai
Negara atau Daerah yang bersangkutan menderita kerugian. Yang
menjalankan pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daucruh. yak-
ni Kepala Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Apabila Kepala Daerah melalaikan tugasnya schingga dapat merugi-
kan Negara atau Daerah, maka terhadapnya dapat dilakukan tinda-
kan administratip. Jika yang melalaikan itu Dewan Perwakilun Ra-
kyat Daerah, tindakan demikian itu tidak dapat dijalankan.
Karena ilu untuk mengatasinya perlu ditentukan cara bagaimana hak
dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah itu harus dijalan-
kan.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Pengangkatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dari Pe-
gawai Negeri dengan memperhatikan peraturan kepegawaian yang
berlaku dan termasuk formasi pegawai Sekretariat Daerah.
Pasal-pasal 38 dan 39
Cukup jelas.
Pasal 40

Pengundangan Peraturan Daerah yang dilakukan menurut cara yang
sah. merupakan keharusan agar Peraturan Daerah itu mempunyai
kekuatan hukum dan mengikat

L




lam Lembaran Dacrah, dengan ketentuan bahwa Peraturan Daerah
yang untuk berlakunya memerfukan pengesahan lebih dahulu dari
pejabal yang berwenang, baru dapat diundangkan setelah Peraturan
Daerah itu disahkan,

Penempatan Peraturan Dacrah di dalam surat kabar atau peng-
umuman dengan cara lain, seperti melalui radio dan televisi, tidak
merupakan pengundangan yang sah melainkan suatu pengumuman
biasa, sehingga belum mempunyai kekuatan hukum dan belum
mengikat.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Paksaan yang dilakukan oleh penguasa eksekutip untuk menegakkan
hukum dalam Undang-Undang ini disebut "paksaan penegakan hu-
kum™ atae "paksaan pemeliharaan hukum”.

Paksaan penegakan hukum dianggap telah tersimpul dalam hak
penguasa eksekutip dalam melaksanakan peraturan perundang-un-
dangan dan Peraturan Daerah, sehingga tidak perlu lagi untuk mem-
beri dasar hukum tertulis mengenai hak penguasa eksekutip untuk
melakukao paksaan yang dianggapnya perlu dalam menjalankan Per-
aturan Daerah. Karena itu di dalam pasal ini hal itu tidak perlu diatur
lagi. Yangdiatur hanyalah mengenai pembebanan kepada pelanggar
dengan biaya seluruhnya atau sebagian, yang telah dikeluarkan oleh
Daerah untuk melakukan paksaan penegakan hukum itu.

Paksaan penegakan hukum itu pada umumnya berwujud mengambil
atau menadakan, mencegah, melakukan atau memparbaiki segala
sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan dialpakan atau di-
tiadakan yang bertentangan dengan hukum. Kiranya perlu ditegas-
kan, bahwa paksaan penegakan hukum itu hanya sah jika paksaan itu
digunakan untuk menegakkan hukum.

Paksaan itu harus langsung tertuju pada pemulihan sesuatu keadaan
yang sah atau pencegahan terjadinya sesuatu keadaan yang tidak sah.
Paksaan itu harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh peng-
uasa eksekutip kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak memper-
dulikannya, barulah dijalankan sesuatu tindakan yang memaksa. Pe-

%6

gakan hukum itu pada umumnya &apat menimbulkan.kcrugiar; atau
penderitaan, maka paksaan penegakan hukum itu hendaknya hanya
dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja dengan cara yang seim-

._‘.'.-,_.f
perpustakaan Unik D2Ng dengan beratnya pelanggaran.

Pasal-pasal 43 dan 44 -
Cukup jelas.

‘Pasal 45
Oleh karena Kepala Daerah adalah penguasa eksekutip, maka pelak-
sanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah apabila Per-
aturan Daerah itu tidek menunjuk pelaksana lain. Kepala Daerah ju-
ga melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Dae-
rah. Untuk melaksanakan tugas pembantuan itu dapat dibuat Per-
aturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 46
Badan Pertimbangan Daerah yang dimaksud dalam pasal ini ialah
suatu Badan, yang baik diminta maupun tidak, bertugas untuk mem-
berikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah menge-
nai segala hal ikhwal tentang penyelenggaraan pemerintahan Dae-
rah.
Agar supaya Badan tersebut dapat memberikan pertimbangan-per-
timbangan yang bermanfaat bagi Kepala Daerah, faaka Badan terse-
but dapat senantiasa mengikuti perkembangan pemerintah Daerah,
dalam arti tidak turut campur secara langsung dalam soal-soal pelak-
sanaan pemerintahan. .
Kiranya cukup jelas bahwa Badan tersebut tidak mempunyai kedu-
dukan dan wewenang seperti Badan Pemerintah Harian atau Dewan
Pemerintah Daerah yang pernah ada.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48

Yang dimaksud dengan "setelah mendengar pertimbangan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah™ ialah bahwa Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tersebut menyampaikan pertimbangan-
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" Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50 sampai dengan 54 .
- Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 50 sampai
dengan 54 ini harus disesuaikan dengan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku.

Pasal 55 -
Sumber pendapatan Daerah dibagi dalam 3 (tiga) golongan yakni;
a. pendapatan asli Daerah sendiri; . _
b. pendapatan berasal dari peancrlan Pemerintah;
c. lain-lain pendapatan yang sah. .
Mengenai "lljain-[fali)n pendapatan yang sah” dapat ditegaskan, bahwa
yang termasuk dalam golongan ini adalah pendapatan Daerah yang
berasal dari sumber lain daripada yang tersebut dalam huruf a dan' b,
‘misalnya sumhangan dari pihak ketiga kepada Daerah dan lain-fain.

Pasal-pasal 56 sivpiti dengan 60
Cukup jelus

Pasal 61 -
rwenang mengadakan hutang piutang dan menanggung pin-

: ;:;?r?agnbaedalah kgpala %)aerah, yang ditetapkan dengan suatu Kept_;-
tusan Kepala Daerah. Keputusan Kepala Daeralz tersebut harus lebI::
dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyaf Daeri
yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rak-

t Daerah. '

5}?(ae;::utusan Kepala Daerah tersebut bagi Daerah Tingkat 1 maupt:ln
bagi Daerah Tingkat II, untuk dapat berlaku memerlukan pengesa] -
an dari Menteri Dalam Negeri. Ditentukannya Keputusan_l(epa a
Daerah tersebut di bawah prepentip langsung oleh Menlen Dalam
Negeri adalah terutama karena mengadak.an hutang piutang dalr:-;net-
nanggung pinjaman itu sangat penting artinya dzfm besa'r pula akl at -
nya, karena dapat merupakan beban Rakyat, tidak saja untuk satu
generasi, bahkan mungkin pula untuk beberapa generast.

Di dalam Keputusan Kepala Daerah itu harus pula ditetapkan sum-
ber-sumber untuk memenuhi kewajiban membayar bunga dan ang-
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. Itketentuan dalam pasal 32 ayat (3} Undang-Undang ini, keputusan
. ntuk mengadakan hutang piutang dan menanggung pinjaman itu ti-
;j ak boleh diambil dalam rapat tertutup dari Dewan Perwakilan Rak-
aan Unikit Daerah.
Pasal 62
Cukup jelas. .

Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu hal yang si-
ngat penting, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu:
a. menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada Rakyat Dac-
rah.yang bersangkutan;
b. merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyatu
dan bertanggung jawab;
¢. memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Dae-
rah umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah itu menggambarkan seluruh ke-
bijaksanaan Pemerintah Daerah;
d. merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terha-
dap Daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasilguna;
€. merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk
melakukan penyelenggaraan keuangan Daerah di dalam batas-ba-
tas tertentu. )
Berhubung dengan itu maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah haruslah disusup dengan baik dan dipertimbangkan dengan sak-
sama dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaan-
nya harus terarah pada sasaran dengan cara yang berdayaguna dan
berhasilguna.
Oleh karena tahun anggaran Negara dengan tahun anggaran Daerah
adalah sama dan Daerah baru dapat menyusun Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daerahnya sesudah diketahui besarnya subsidi yang
akan diterimanya, maka dalam praktek proses penyusun dan peng-
esahan serta pengundangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
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Namun demikian persiapan-persiapan sudah dapat dimulai sebelum-
nya.

Selama proses itu berlangsung, kegiatan Pemerintah Daerah yang
memerlukan pemblayaan berlangsung terus. Untuk itu diperlukan
adanya ketentuan pasal ini.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Sudah sewajarnya bahwa Instansi yang lebih tinggi bertindak dan

mengamba keputusan untuk mengatasi perselisihan yang timbut an-
tara Instamsi-Instansi yang berada di bawah pengawasannya.
Perselisihan itu dapat terjadi antara:

a. Daerah Tingkat I dengan Daerah Tingkat [ lainnya;

b. Daerah Tingkat I dengan Daerah Tingkat II di dalam Wilayah

Daerah Tingkat I tersebut;
¢. DaerahTingkat I dengan Daerzh Tingkat [I di dalam Daerah Ting-

kat I lam;
d. Daerah Tingkat II dengan Dacrah Tingkat II di dalam satu Dae-

rah Tingkat I;
e. DaerahTingkat I dengan Daerah Tingkat II yang tidak termasuk

di dalam satu Daerah. Tingkat I.
Perselisihan yang dimaksud dalam hurufa, b, ¢ dan e diputuskan oleh
Menteri Dalam Negeri, sedang perselisihan yang dimaksud dalam hu-
ruf d diputnskan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
Perselisihan yang dimaksud dalam pasal ini sudah tentu hanya meng-
enai perselisihan mengenai pemerintahan, jadi yang bersifat hukuin
publik, sebab perselisikan yang bersifat hukum perdata sudah jelas

menjadi kempetensi Pengadilan
Pasal 67
Cukup jebr.
Pasal-pasal 68 sampai dengan 72
Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 73
Mengingat luasnya tugas-tugas yang dihadapi oleh Kepala Wilayah
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Mcnu.n Dalam Negeri dapal menunjuek Punlmn[u Gubernur. Pem-
bantu Bupati atau Pembantu Wulikotamadya dalam rangka dekon-

sentrasi.

Per ustakaan Unik
p n uaal 74

Maksud pasal ini adalah untuk menegaskan, bahwa wilayah Daerah

Tingkat I adalah juga wilayah Propinsi atau Tbukctu Negara, Oleh se-

bab itu nama dan batas Daerah Tingkat I adalah juga nama dan batas

Propinsi atau Ibukota Negara.

Sehubungan dengan itu maka ibukota Daerah Tingkat I adalah jupa
. tbukota Prop:n51 Pengertian ini berlaku juga untuk Daerah Tingkat

1I.

Pasal 75
Yang dimaksud dengan "sebutan™ dalam pasal ini ialah sebutan Wi-
layah lainnya. yaitu Wilayah-wilayah yang tidak termasuk dalam pa-
sal 74 misalnya Kecamalan dan Kota Administratip.

Pasal-pasal 76 sampai dengan 79
. Cykup jelas.
Pasal-pasal 80 dan 81
Lihat Penjelasan Umum.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83

Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian adalah pemanggilan se-
hubungan dengan tindak pidana yang menyangkut Kepala Wilayah
Propinsi, meminta keterangan tentang tindak pidana, penangkapan,
penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Pengaturan tatacara tindakan kepolisian terhadap Kepala Wilayah
Propinsi secara khusus tersebut bukan berarti bahwa Kepala Wilayah
Propinsi memiliki hak kekebalan terhadap tuntutan hukum.

Pasal-pasitl 84 dan 85
Cukup jelas,
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Avyat-ayat (1) dan (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Susunan organisasi dan formasi satuan Polisi Pamong Praja dite-
tapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertim-
bangan Menteri Pertahanan Keamarian/Pangiima Angkatan Ber-

scnjata.

Pasal-pasal 87 dan 88
Cukup jelas.

Pasal N9
I’asal ini menentukan, bahwa pokok-pokok susunan organisasi dan
hubungan kerja antara perangkat Pemerintah di daerah ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah. Halini dianggap penting, karena pada
hakekatnya tugas dan wewenang perangkat Pemerintah di daerah itu
sangat erat hubungannya satu dengan yang lain. Dengan adanya per-
aturan ini, maka dapatlah dihindarkan persentuhan wewenang dan
kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 90 .
Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya-

guna dan berhasilguna serta dalam rangka usaha untuk sejauh mung-
kin menyeragamkan organisasi, maka perlu ditetapkan pola organi-
sasi Pemerintah Daerah dan perangkat Pemerintah yang menyeleng-
garakan pemerintahan umum di daerah. Pola organisasi ini ditetap-
kan oleh Menteri dalam Negeri dengan memperhatikan keadaan
Daerah yang berbeda-beda.

Pasal-pasal 91 dan 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 telah dicabut,
akan tetapi sebutan “Daerah Istimewa Aceh” masih tetap berlaku,
dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi
Daerah Istimewa Aceh tersebut sama dengan penyelanggaraan pe-
merintahan di Daerah Tingkat I lainnya, dengan wewenang meng-
urus urusan rumah tangganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor
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Hal penguburan mayat,
Hal sumur bor,
Hal Undang-Undang Gangguan,

Perpustakaan Unik Hal pembikinan dan penjualan es dan barang cair yang mengan-

dung zat arang,
. Hal penangkapan ikan di pantai,
Hal perhubungan dan lalu lintas jalan,
. Hal pengambilan bcnda benda lambang tidak tersebut dalam pa-
sal 1 "Indische mijnwet”,
h. Hal kehutanan.
Di samping itu dengan berbagai Peraturan Pemerintah telah diserah-
‘kan pula urusan-urusan pemerintahan sebagai berikut:

m oo

a. Pertanian Rakyat - Peraturan Pemerintah No-
= mor 47 Tahun 1951 jo. Un-
v dang-Undang Nomor 24
Tahun 1956;
b.  Peternakan/Kehewanan - Peraturan Pemerintah No-

mor 48 Tahun 1951 jo. Un-
dang-Undang Nomor 24
Tahun 1956;
g. Perikanan Darat - Peraturan Pemerintah No-
L mor 49 Tahun 1951 jo. Un-
dang-Undang Nomor 24
Tahun 1956;
d.  Pendidikandan Kebudayaan - Peraturan’Pemerintah No-
) mor 65 tahun 1951 jo. Ua-
dang-Undang Nomor 24
Tahun 1956;
€. Kesehatan - Peraturan Pemerintah No-
mor 51 Tahun 1952 jo. Un-
dang-Undang Nomor 24
Tahun 1956;
Pekerjaan Umum - Peraturan Pemerintah No-
) ’ mor 18 Tahun 1953 jo. Un-
dang-Undang Nomor 24
Tahun 1956;

C=n)

103

-



h. Kehutanan
i Perikanan Laut

j.  KaretRakyat

dang-Undang Nomor 24
Tahun 1956, Peraturan Pe-
merintah nomor 23 Tahun
1962, Peraturan Pemerin-
tah Nomor 39 Tahun 1964;
Peraturan Pemerintah No-
mor 64 Tahun 1967,
Perat-1iran Pemerintah No-
mor &4 Tahun 1957

- Peraturan Pemerintah No-

k. Bimbingandan Perbaikan Sosial -

L. Perumahan Rakyat -

m. Kesejahteraan Buruh -

n. Lalulintasjalan

o. Pemerintahan Umum - -

p- Perusahaan dan.Proyek Negara -

Pasal 94

Cukup jelas.

mor 64 Tahun 1957,
Peraturan Pemerintah No-
mor 5 Tahun 1958,
Peraturan Pemerintah No-
mor 6 Tahun'1958;
Peraturan Pemerintah No-
mor 14 Tahun 1958,
Peraturan Pemerintah iNo-
mor 16 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 19539;

Peraturan Pemerintah No-
mor 7 Tahun 1964.

" TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
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Perpustakaan Unik
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

Perpustakaan Unik

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa snsfem pemerintahan Nepara Kesatuan Republik
" Indonesia menurul Undang-Undang Dasar 1945 memberikan
keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan
Otonomi Daerah;

b. .bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daeral, dipandang
perlu unfuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demakra-
i, peran-serta imasyarakal, pemerataan dan keadilan, serta
memperhatikan pdfcnsi dan keanekaragaman Daerah:

c. balwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di
dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan
global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah
dengan memberikan Kewenangan yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab kepada daerah sec.ara.proporsional. yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan
sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat

dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-
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Mengingat
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dan keaneckaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam

kerangka Negara Kesatuan ‘Republik Indonesia;

bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037}
tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelengf,araan Otonomi
Daerah dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
bahwa Undang-undang Nomor 5 Talun 1979 tenlang
Pemerintahan Desa _(Lembaran Negara Tahuﬁ 1979 Nomor
56, Tambahan Lcml;ztran Negara Nomor 3153) 'yang
menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan
pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-
Undang Dasar .1945 dan perlunya mengakul  serld
menghormati hak aszl-usul Daerah yang bersifat istimewa
sehingga perlu diganti;

bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan Undang-
undang mengenai Pemerintahan Daerall untuk mengganti
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokak
Pemerintahan Di Daerah dan Undang-undang Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat
(4)] Undarig-Undang Dasar 1945;

Ketelapan Maijelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok

Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan

Perpustakaan Unik

Ketetapan Majelis  Permusyawaraian Rakyat Republik

Indonesia  Nomor  XI/MPR/1598 lcnlanj Penyelenggara

Negara yang DBersih dan Bebas Korupst, Kolusi, dan

Nepotisme:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelengparaan
Otonomi Daerah; Pengatiran, Pembagian dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara
Kesawan Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan f{akyat. Dewan
Perwakilan Rakyat. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3811},

Dengan perselujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYATIREPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.



BAB |
' KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam undang-utdang ini yaiig diraksud dengan:

Perpustakaan Unik

a. Pemerintah Pusat, selanjuinya discbut Pemerintah, adalah .
perangkal Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri
dari Presiden beserta para Menteri.

b. Pemerintah Daerah. adalah Kepala Dacrah beseria perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagal Badan Eksekulif Daerah.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut
DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.

d. Pemerintahan Dacrait- adalah penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Otonom o'ch Pemerintali Dacrah dan DPRD menurut
asas Desentralisasi.

e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenaing pemerintahan
olch Pemerintah kepada Dlaerah Otonom dalam kerangka
Negari Kesatuan Republik Indonesia. |

{. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah
kcpad:-; Gubernur sebagai wakil Pemerintah dun atau
perangkat pusat di Dacralu.

g. Tugas Pembantuan ;ldulalll penugasan dari Pemerintah kepada
Daeralh dan Desa dan dari Dacrah ke Desa untuk
melaksanakan lugas lerientu Yang disertai pcmbigyaan,
sarana dan prasarana scrta sumber daya inanusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan m:':mpcrlunggung-

jawabkannya kepada yang menugaskan.

mengatur dan mMengurus kepentingan masyarakat setempal
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah Otonom, selanjutnya discbul Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daeral lerienlu
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakal
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakél' dalam ikalan' Negara Kesatuan Republik
[ndonesia. _

Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku
walkil Pell{erinlah.

Instansi Vertikal adalah perangkat Depariemen dan atau
Lembaga Pemerintah Non-Departeinen di Daerah.

Pejabat yang berwenang adalal pejabat Pemerintah di tingkat
Pusal dau atau peiabat Pemeriniah cii Dacrah Propinsi yang
berwenang  membing  dan  mengawasi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkal

Daerah Kapupale|1 dan Dazrah Kota.

Kelumhaﬁ adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat
Daerali  Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah
Kecamatan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatvan masyarakat hukum yang

memiliki  kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus
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1)

2)

adat jstiadat selerﬁba‘i yang diakui dalam sistem Pemerintahan
Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Kawisan  Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, [ermasuk pengelolaan sumber daya
alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
pelayapan jasa pemerintahan,

permukiman perdesaan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ckonomi.

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama l'.mkan pertanian, dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan
dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayaui.!n sosial,

dan kegiatan ekonomi.

BAB II
PEMBAGIAN DAERAH
Pasal 2
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam

Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang -

bersifit otonom.

Daerali  Propinsi berkedudukan  juga  sebapai  Wilayah

Administrasi.

Pasa: 3

Wilayah Daerah Propinsi, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1), terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua

Perpustakaan Unik

atau ke arab perairan kepulavan.

(1

@

0y

o3

(3

BAB I
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DAERAH
| Pasal 4
Dalam rangka pelaksanoan asas Desentralisusi dibentuk dan
disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah
Kota yang berwenang mengalur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempal menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat. '
Daerah-dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan

hierarki satu sama lain. .

Pasal 5

Daeral dibentuk berdasarkan periimbangan kemampuan
ekonowi, potensi  Daerah, sosial-budaya, sosial-politik,
jumlah penduduk.lil.lu;.s Daerah, dan pertimbangan lain yang
memungkinkan terse.enggaranya Otonomi Daerah.
Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditciapkan dengan Undang-Undang.
Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan
suatu Daeral, acrubahan nama Daerah, serta perubahan
nama dan pemindahan tbukota Dacrah ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintzh.
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pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

(1) Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi

Daerah dapal dihapus dan atau digabung dengan Daerah lain.

(2) Daeral dapat dimckarkan menjadi lebih dari satu Daerah.

(3) Kriteria tentang jcnghapusan, penggabungan, dan pemekaran

(4)

0

@

Daerali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2},
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penghapusan, penggabungan dan pemekaran Dazerall,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan
dengan Undang-undang.

BAB IV
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 7
Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam sefuruh
bidang pernerintahan, kecuali kewenangan dalam  bidang

politik tuar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moncter

dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewcnangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat
(13, meliputi kebijakan tlentang perencunaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan
lembaga  perekonomian

negara,  pembinaan  dan

Perpustakaan Unik

0y

(2}

daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi,

dan standardisasi nasicazl.

'~ Pasal 8
Kewcenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah
dalam rangka desentralisasi harus disertal dengan
penyerahan dan  pengalihan pembiayaan, sarana  dan
prasarana,' serta sumber daya marusia sesuai dengan
kewenangan yang diseralikan lersebul.

Kewcnangan Pemerintahan  yang  dilimpahkan  kepada

. Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan

(0

2)

3

pembiiyaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan '

tersebut.

Pasal 9

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas
Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang
pemerintalian tertentu lainnya.

Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom termasuk juga
kewenangan yanp, tiduk atau belum dapat dilaksanakan
Daerall Kabupaten uan Daerah Kota.

Kewcnangan Propinsi: sebagai Wilayah  Administrasi
mencakup kewcnangan dalam bidang pemerintahan yang

dilimpahkan kepada Gubhernur sclaku wakil Pcorerintah.

11



{1) Daerall berwenang mengelola sumber daya nasional yang
ersedin di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara
keleslarian lingkungan scsuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kewcnangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, melipuli :

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan
kekayaan laut scbatas wilayah laut tersebut;

b. pengaturan kepentingan administratif;

c. pengaturan tata niang;

d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan
oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh
Pemerintah; dan

€. bantuan penegakan kcamaﬁan dan kedaulatan negara.

(3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah
laut, sebagaimarad dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh
sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimina
dimaksud -pada ayat (2) dilctapka‘n‘ dengan_ Peraturan

Petnerintah.

. Pasal 11
(1) Kewenangan Daerah Kabupaten' dan Daerah Kota mencakup
semua kewenangan pemerintahan selain. kewenangan yang

dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.

Perpustakaan Unik

Kabupaten dan Daerab Kota meliputi pekerjaan umum.,
kesehatan, pendidikan dan  kebudayaan.  pertanian,
perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman medal,

lingkungan Illidup,. pertanahan, koperast, dan tenaga kerja.

Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana

dimaksud dalar: Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 137 ¢ -

(1) Pemerintah dapat menugaskan kepada Dacrah tugas-tugas
tertentu  dakum  rangka  tugas  pembantuan  disertai
pembinyaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya

- manusia dengan kewajiban mclapbrkan pelaksanaannya dan
mempt.rtanggung]awabkdnnya kepada Pemerintah.

(2) Setiap peougasan, qcb‘tga:mana d:maksud pada ayat (I},

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V .
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14
(1) Di Daerah dihentuk DPRD .:;chagai Badan Legislatif Daerah

dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Dacrah.

13



3) Pemerintah Dacrall lerdifl alas Repdia dsdavian wemss

perangkat Dacrah Tainnya.

) Bagiﬁn Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 13

Kedudukin, susunan, lugas; wewenang, hak, keanggotaan, pim-.

pinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan Undang-

undang. -

Pasal 10

(1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyal di- Daerah .

merupakan wahana . untuk melaksanakan demokrasi
berdasarkan Pancasila. :
(2) DPRD sebagai Badan Legislatif Dacral berkedudukan sejajar

dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan
sesuai dengan peraturanm perundang-undangan.

(2) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-

- komisi, dan panitia-panitia.

(3) DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat
kelengkapan DPRD.

{(4) Pelaksanazan kele;ntuan. schagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Perpustakaan Unik

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

d.

b.

memilih_GulacrnﬁrIWakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati.
dan ngiknla!Wakil Walikota;

memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dani
Ulusan Daerab;

mengusulkan pengangkamn dan pemberhentian Gubernur/

Wakil I'Gubcrnur. Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/

“Wakil Walikola;

bersama  dengan  Gubernur, Bupat'i, atau  Walikota

membentuk Peraturan Daérah;

 bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota -

menectapkan Anggaran Penddpamn dan Belanja Dueraly;

melaksanakan pengawasan terhadap :

1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan
perundang-undangan lain; -

2) pelaksanaan
Walikota;

Keputusan Gubernur, Bupati, dan

3) pelaksanaas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
4) kebijakan Pemesintall Daerah; dan

5) pelaksanaan kerja sama internasional di Dacrah;

. memberikan  pendapat  dan  pertimbangan kepada

Pemerirtah * ierhadap rencana perjanjian internasional
yang menyangkut kepentingan Daerah; dan
menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan

masyargkat.
15



(2) Pelaksanaan wgas dan WEeWCIaE, Swvmpysso=

dalam ayat (1), diawr datam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 19 v

(1) DPRD mempunyai hak :
a. meminla pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan
Walikota;
b meminl;l kelerangan kepada Pemerintah Daerah;
¢.. mengadakan pc:}y_qli']ikan;
E mengadakan gerubahan  atas Rancangan Peraturan
Daerali;
e. ‘mengajukan peroyaiaan pendapat;
f mengajukan Rancangan Peraturan Daeral; -
g.. menentukan Anégardn Belanja DPRD; dan -~ -
h. menetapkan Peraturan Tala Tertib DPRD. 7
(2) Pelaksanaan hak, sebagaimam dimaksud pada ayat (1):

diatur datam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 20 v

(1) DPRD dalam melaksanakan tugasoya berhak meminta

pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakal

‘untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu
ditangani demi kepenlingan negara, haﬁgsa, pemerintahan,
dan pembangunan.

(2) Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat

yang menolak permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat

Perpustakaan Unik

karena merendahkan martabpat dan Kenonnaal L/r .
(3) Pelaksanaan hak, schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), diatur dalam Pcraturan Tala Tertib DPRD.

Pasal 21
(1) Anggota DPRD mempunyai hak :
a. pengajuan pertanyaan;
b. protokoler; dan
c. kcuangan'!administrasi.
(2} Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 22 | ,
DPRD mempunyai kewajiban :
a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia; -
b. mengamalkan Pancasiia'dan Undang-Undang Dasar 1945,
y serta mentaati segaia peraturan perundang-undangan;
E. :.membina demok;a.si dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan
demokrasi ckanomi; dan
e. memperhatikan an menyalurkan aspirasi, mencrima keluhan

dan pengaduaz masyarakal, serta memfasilitasi tindak lanjut

penyclesaiannya.

17
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(1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya
enam kali dalam setahun. = '

(2) Kecuzli yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan
sckurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota atau atay
permintaan Kepala Daerah, Ketua DPRD dapat mengundang
anggolanya untuk mengadakan- rapat selambat-lambatnya
dalam waktu satu butan sctetah permintaan itu cliterima.

(3) DPRD mengadaka:.. rapat atas undengan Ketua DPRD.

(4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (L,

ayat (2), dan ayat(3), diletapkan dengan Peraturan Tala

Tertib DPRD.

. Pasal 24
Peraturan Tata Tertib DPRD ditetapkan dengan Kepulusan
DPRD. '
pasal 25
\‘_Rapat-rapat DPRD bersilat terbuka untul: umum, kecuali yang
dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD

atau atas kesepakaian di antara pimpinan DPRD.

Pasal 26
Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :
.a.* pemilihan Ketua/Wakil Keta DPRD;
b. pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

Perpustakaan Unik

J -t

Daerali;

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

¢. penclapan perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi;

f. utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Daerah;
g. Badan Usaha Milik Daerah;
h penghapusan tagihan scbagian atau seluruhnya;

persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai; dan

j. kebijakan tata ruang.

Pasal 27
Anggota DPRD tidak dapat diwntut di pengadilan karena
pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat
DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara
lisan atau (ertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan
apa yang disepakali dalam: rapat tertutup untuk dirahasiakan atau
hal-hal yaug dimaksud oleh- ketentuan mengenai pengumuman
rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang

Hukum Picdana.

Pasal 28 ’ o

(1) Tindakan penyidikzn terhadap anggola .DPRD dapat

dilaksanakan atas perseiujuan tertulis Menteri Dalam Negeri
bagi anggota DPRD Propinsi dan Gubernur bagi anggota
DPRD Kabupaten da:. Kota, kecuali jika yang bersangkutan

tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
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tindak pidana, . sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fd:\”x Setiap Dacrah dipimpin olch seorang Kepala baeran sepagal
. . R . R ._;I_.r, \1-_};' . . a } i ‘ i
selambat-lambatnya datam tempa 2 kali 24 jam diberitahukan E\js kepala cksekutif yang dibantu oleh scorang Wakil Kepala

secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Perpustakaan Unik  Dacrah.

Gubernur.
Passal 3]

Bagian Keliga (1) Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur, yang karena

Sekretariat DPRD
Pasat 29
(1) Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggara-

jabatunnya adatah juga sebagai wakil Pemerintah.
; (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagat Kepala
Daerali, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD

Propinsi. -
kan tugas dan kewenangannya. | P

(2) Sekretariat DPRD ,dipimpin- olel seorang Sekretaris DPRD (3) Tata cara pelaksanaan pertangpungjawaban, sebagaimana

yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayal (2), ditetapkan dengan Peraturan Tata

yang memenuhi Syarap atas persefujuan pimpinan DPRD. Tertib DPRD sesuai dengan pedeman yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

waris DPRD dalam melaksanakan Ilugasnya berada di
@) Sekroar® (4) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur

:awab kepada pimpinan DPRD. '
baviah dan DertanEguTS ° p 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

stari t menycdiakan tenaga ahli dengan
(4) Sekretaris DPRD dapa ¥ (5) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana

{ ta DPRD dalam menjalankan 4 _
e ‘“emb?-““‘ Anes? dimaksud pada ayat (4). ditetapkan oleh Pemerintah.

‘ fungsinya.
(5) Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan decngan Pasal 12
i dalam Anggaran
Keputusan DPRD dan dicantumkan * E6 (1) Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati.
Pendapatan dan Belanja Daerah. , (2) Kepala Daerah Koza disebut Walikota.

(3) Dalain [ﬁcnjalankan ugas dan kewenangan selaku Kepala
Bagian Keempat

Kepala Dacrah

Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD
Kabupaten/Kota.
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tindak pidana, . sebagaimana dimaksud pada ayat (b),
selambat-lambatnya dalam tempo 2 kali 24 jam diberitabukan

secara lerulis kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau

Gubernur.

Bagian Keliga
Sckretariat DPRD
Pasal 29
(1) Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggara-
kan tugas dan kewenangannya.
@) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD
yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil

yang memenuhi syarag alas persetujuan pimpinan DPRD.

(3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan ‘lugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.

(4) Sekrctaris DPRD dapat menycdiakaﬁ tenaga ahli dengan
ugas membzniu  anggota DPRD dalam  menjalankan
fungsinya.

(5 Angparan Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan - dengan

Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat

Kepala Daerah

Seliap Dacral dipimpin oleh scorang Kepala Daerah sebagai

kepala cksekutif yang dibantu olen seorang Wakil Kepala

Perpustakaan unik Daerah

Pass! 31

(1) Kepala Daerah Propinsi disebut Guberlnur, yang karena
jabatannya adafah juga sebagai wakil Pemerintah.

(2) Dalam menjala.mkan tugas dan kewenangan scbagai Kepala
Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD
Propinsi.

(3) Tala cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Tata
'I_‘ertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh

Pemerintah.

(4) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(5) Tala cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana

dimaksud pada ayat (4). ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 32
(1) Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati.
(2) Kepala Daerah Koia discbut Walikota.
(3) Dalam fnenjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala
Daerali, Bupali/Walikria bertanggung jawab kepada DPRD
Kabupaten/Kota.
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(4) Tala cara PERIKSATAUN  Penangpuugpeews o =

dimaksud pads -ayat‘(3], ditetapkan dalam Peraturan Tata
Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan olch

Pemerintah

Pasal 33

Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga

negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat .-

a.

b.

4

=@ o

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Pemerintah yang sah;

tidak pernah terlibat dalam Kkepiatan yang mengkhianati
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Unda;}g—Undang Dasar 1945 yang dinyatakan
dengan surat kclcranga;n Ketua Pengadilan Negeri;
berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat

Alas dan/atau sederajat;

berumur sekurang-kurangnya tiga pulul tahun;

sehat jasmani dan rohani;

nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

lidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak
pidana;

tidak sedang dicabut hak pilil;nya berdasarkan Keputusan
pengadilan negeri;

mengena! decrahnya dan dikenal oleh masyarakat di

daerahnya:

bersedié dicalonkan menjadi Kepala Daerati.

Perpustakaan Unik Pasal 24

(1) Pengisian jabatan Kepala Daérah danl Waki! Kepala Daerah
dilakukan olch DPRD melfalui pemiliban secara bersamaan.

(2) Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, dite-
tapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan,

(3) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, diben?qk Panitia Pemilihan.

(4) Ketua dan para Wakit Ketua DPRD karena jabatannya adalah
Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilikan merangkap sebagai
anggola. ‘ |

(5} ‘Sekretaris DPRD karena jabatannya-adalah Se:nkrelaris Panitia

Pemilihan, retapi bukan anggota.

Pasal 35
(1) Panitia pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (3), bertugas :

a. melakukan pemeriksaan berkas identitas menécnai bakal
calon berdasarkan persyaratan yang (telah ditetapkan
dalam Pasal 33;
b. melakukan kegiatan teknis pemilihan calon; dan
c. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan.
(2) Bakal calon Kepala Dacrah dan bakal calon Wakil Kepala

Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil

23
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(1)

@)

&)

N

@

€)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada DPRD
untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Dacrah dan calon

Wakil Kepala Dacrah.

Pasal 36

Setiap fraksi melakukan kegialain penyaringat, pasangan
bakal calon sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam
Pasal 33,

Setiap fraksi menelapkin pasangan bakal calon Kepala
Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah dan
menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pim[;inan
DPRD.

Dua frakst atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan
pasanpan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil

Kepala Daerah sebaguimana dimaksud pada ayat (1),

Pasaf 37
Dalam Rapat Paripurna DPRD, setiap fraksi atau beberapa

fraksi memberikan penjelasan mengenai bakal calonnya.

Pimpinan DPRD mengundang bakal calon-dimaksud untuk
menjelaskan visi, misi, serta rencana-rencana kebijakan
apabila bakal calon dimaksud terpilih sebagai Kepala Daerah.
Anggota DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para
bakal calon.

Perpustakaan Unik

(1)

(2)

o)

2)

3

penilaian aias kemampuan dan kepribadian para bakal calon
dan mclalui inusyawarah atau pemungutan suara menetapkan
sckurang-kurangnya dua pasang calon Kepala Daerah dan
calon Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih satu pasang di
antaranya oleh DPRD.

Pasal 38
Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang
tefah ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan
dengan Presiden.
Nama-nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon
Walikota dan calon Wakil Walikota yang akan dipilih oleh
DPRD ditetapkan dengan keputusan pimpiﬁan DPRD.

Pasal 29
Pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakii Kepala
Daerah dilaksanakan dalam. Rapat Paripurna DPRD yaog
dihadiri oleh se_kurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah
anggota DPRD.
Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai Kuorum,
sebagaimana dimaksud pade ayat (1), pimpinan rapat dapat

menunda rapat paling luma satu jam,

Apabila ketentuan, scbagaimana dimaksud pada ayat (2),

belum dicapai, rapat paripurna diundur paling lama satu jam
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12))

(2}

€))

calon Wakil Kepala Daerah tetap dilaksanakan.

Pasal 40

Pemilihan Kepala Ija:ralz dan Wakil" Kepala Daerah
dilaksan:.akén secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada
satu pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala
Daerah dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh
pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud dalan.*a_ Pasal 37
ayat (4). ‘

Pasangan calon Kepala Daerah dan calon ‘Wakil Képala
Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan s_ebagai
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah olen DPRD dan

disahkan oleh Presiden.

Pasal 41

Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat

dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 42

(1) Kepala Dacrah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang

ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengucap-

kan sumpah/janji.

Perpustakaan Unik

(4)

berikut :

“Deni Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya
akan memenuln kewajiban saya selaku Gubernur/Bupati/
Walikila dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan
seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebapai dasar
negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan
demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
konstilusi negara serta segala peraturan perundang-undangan
yang Dberlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia®™. | _

Tata cara penpucapan sumpahfjanji dan pelantikan bagi

Kepala Daerah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima
Kewajiban Kepala Daerah
Pasal 43

Kepala Dacrah mempunyai kewajiban :

a.

mempertahankan dan memelihara keutuban Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana cila-cita Proklamasi
Kemc.rde_kaan tanggal 17 Apustus 1945;

memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
menghormati kedaulatan rakyal; '

menegakkan selurub peraturan perundang-undangan;

meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
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Pasal 40

Pemilihan Kepala f)ae,ra!t gan Wakil  Kepala Daerah
dilaksan:;kén secara langsung, betas, rahasia, jujur, dan adil.
Setiap anggota DPRD dapat meraberikan suaranya kepada
saiu pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala
Daerah dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh
pimpinan DPRD, sebagaimana dimak_sud dalan.1_ Pasal 37
ayat (d). _

Pasangan calon Kepala Daerah dan calon ‘Wakil Képala
Daerali yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan s_ebagai
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerzh olelh DPRD dan

disahkan oleh Presiden.

Pasal 41

Kepala Dacrah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat

dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 42

(1) Kepala Daerzh dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang

ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.

() Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengucap-

kan sumpah/janji.

Perpustakaan Unik

C))

berikut :

“Demi Aliah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya
akan memenuhi kc_wajiban saya seclaku Gubernur/Bupati/
Wa[ikotal_dengan sebaik-baikﬁya, sejujur-jujurnya, dan
seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar
negara; dan bahwa saya akan meneg-akkan kehidupan
demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
konslilusi negara serta segala peraturan perundang-undangan
yang lerlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia™. -

Tata cara pengucapan sumpahfjanji dan pelantikan bagi

Kepala Dacerah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima
Kc;.vajiban Kepala Daerah
Pasal 43

Kepala Dacrah mempunyai kewajiban :

d.

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana cila-cita Proklamasi
Keme'rde}caan lﬁnggal 17 Agustus 1945;

memegang leguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
menghormati kedaulztan rakyat; |

menegakkan selurub peraturan perundang-undangan;

meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
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lam yayasan bidang
apa pun juga;
membuat  keputusan yang secara khusus memberikan
keunwngan bagi dirinya, anggota keluarganya. kroninya,
golonpan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara
nyata merugikan kepentingan umum atav mendiskriminasi-
kan warga negara dan golongan masyarakat lain,
melaktkan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi
dirinya, baik secara iangsung maupun tidak langsung, yang
berhubungan dengan Daerah yang bersangkutan;
menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain :,;ang
patut dapat qiduga akan mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya; dan
menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di

pengadilan, selain yang dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Kelujuh
Pemberhentian Kepala Daerah
. Pasal 49

Kepala Dacrah berhenti atau diberhentikan karena :

a.

b.

c.

meninggal dunia;

mengajukan berlienti atas permintaan sendiri;

berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang
baru; .

tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33;

Perpustakaan Unik

(N

2)

42 ayat (3);

melanggar ketentuan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
dan )

mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus
yang melibatkan tanggung jawabnya,ldan keterangannya atas

kasus itu ditolak oleh DPRD.

Pasal 50

Pemberhentian Kepala Dacrah karena alasan-alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan
Keputusan DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Keputusan DPRD, sebagaimanz dimaksud pada ayat (1},
harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari
jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya dua pe.r[iga dari jumlah

anggola yang hadir.

Pasal 51

Kepala Daerah diberhentikan olch Presiden tanpa melalui

Keputusan DPRD ‘apabila terbukti melakukan tindak pidana

kejahatan vang diancam dengan hukuman lima tahun atau kebih,

atat diancam dengan hukuman ‘mati sebagaimana yang diatur

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
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(1) Kepala Daerah yang diduga melakukan makar danfatau -

perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan
Republik  [ndonesia  diberhentikan untuk  sementara dari
jabatannya oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD.

(2) Kepala Daerah yang terbukti melakukan makar dan perbuat-
an yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden, tanpa
persetujuan DFRD. '

(3) Kepala Daerah yang sctelah melalui proses peradilan ternyata
tidak terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat
memecah. belah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, diaktifkan kembali dan
direhabilitasi selaku Kepala Daerah sampai akhir masa

jabatannya.

Pasal 53
(1) DPRD memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan
Kepala Dacrah secara tertulis kepada yang bersangkutan,
enam bulan sebelumnya,
(2) Dengan adanya pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Daerah mempersiapkan bertanggungjawahan

akhir masa jabatannya kepada DPRD dan menyampaikan

bulan setelah pemberitahuan.

: (3) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan Kepala
Perpustakaan Unik . . . age
Daerah berakhir, DPRD mulai memproses pemilihan Kepala

Daerali yang baru.

Pasal 54
Kepala Dacrah yang ditolak pertanggungjawabannya oleh DPRD,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak dapat dicalonkan
kembali sebagai Kepala Daerah dalam masa jabatan berikutnya.
Bagian Kedelapan ‘
Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah
Pasal 55
(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah dilaksanakan
setelah adanya persetlujuan tertulis dari Presiden.
(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
. dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. terlangkap tangan mel:;kuk'an tindak pidana kejahatan
yiang diancam dengan pidan:i penjara lima tahun atau
lebth; dan

b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan hukuman mati.

)] Setelal tindakah penyidikan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan, hal itv harus dilaporkan kepada Presiden
sclambat-lambatnya da’am 2 kali 24 jam.
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Bagian Kesemouait
Wakil Kepala Daerah
Pasal 56
(1) Di setiap Daerah terdapat seorang Wakil Kepala Daeral.
(2) Wakil Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain

yang ditunjuk, bersamaan dengan pelantikan Kepala Daerah.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah’

mengucapkan sumpah/janji.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai
berikut : |
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu
taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sebapai dasar negara; dan bahwa saya akan mcnegakkér{

kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945

sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang- -

undanpar yang berlaku bapi Daerah dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia®.

(5) Ketenwan-ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33, Pasal 41, Pasal 43 kecuali huruf g, Pasal 47 sampai
dengan Pasal 54, berlaku juga bagi Wakil Kepala Dagrah.

{6) Wakil Kepala Daerah Propinsi disebut Wakil Gubernur,

" Wakil Kepala Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati dan
Wakil Kepala Daerah Kota disebut Wakil Walikota.

Perpustakaan Unik

(1) Wakil Kepala Dagrahi mempunyai wgas :
a. membantu Kepala Dacrah dalam melaksanakan
kewajibannya; '
b.- mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di
Dacrah; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah. .
(2) Wakil Kepala Daerah bermnggung jawab kepada Kepala

Daerali.

(3) Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang

Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Pasal 58

(1) Apabila' Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala
Daerah diganti oleh Wakil Kepaia Daerah sampai habis masa
jabatannya. “

(2) Apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan
Wakil Kepala Dacrah tidak diisi.

(3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berha-
langan tetap, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Kepala
‘Daerah untuk sementara waktu.

(4) Apabila Kepa!a Daerah dan Wakil  Kepala Daerah
berhalangan tetap, DPRD menyelenggarakan pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dae:rah selambat-

lambainya dalam waktu tiga bulan.
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Kedudukan Keuangan Kepala Dacral
dan Wakil Kepala Dacrah
Pasal 59
Kedudukan keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. '
Bagian Kesebelas .
 Perangkat Daerah
Pasal 60
Perangkat Daerah lerdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah

dan lembapa teknis Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan

Daerah.

Pasal 61

(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(2) Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh 'Gubernur atas
persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat, ‘

(3) Sekretaris Daerah Propinsi karena. jabatannya adalah
Sekretaris Wilayah Administrasi.

(4) Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sckretaris Daerah Kota
diangkat oleh Bupati atau Walikota atas persetujuan pimpinan
DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(5) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah
dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja

dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya.

Perpustakaan Unik

(7) Apabila Sekretaris Daerah  berhalangan melaksanakan
tugasnya, tugas Sekrelaris Dacrah dilaksanakan oleh pejabat

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 62
(1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat
oleh Kepala Daerah dari Pegawai -Negeri Sipil yang
memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
(3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63
Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah
kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka
dekansentrasi, sebaga_imana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3),

dilaksanakan oleh Dinas Propinsi.

Pasal 64.
(1) Penyelenggaraan bidang pemerintahan  yang menjadi
wewcnang Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, dila!-cukan oleh instansi vertikal.
(2) Pembentukan, susunan organisasi, formasi, dan tata
laksananya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan Keputusan Presiden.
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Di Daerah dapat  dibentuk lembaga teknis sesuai dengan

kebutuhan Daerah.

Pasal 66

(1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Keramatan.

(2) Kepala Kecamatan disebut.Camat.

(3) Camat diangkat oleh Bupati/Walikowa atas usul Sekretaris
Daeral Kabupateﬁ![(ola ‘dari Pegawai Negeri Sipil yang
inemenuhi syarat.

(4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan
pemerintahan dari Bupati/Walikota.

(5) Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.

(6) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan

Daeralt.

Pasal 67

(1) Kelurahan mem;laakan perangkat Kecamatan yang dipimpin
oleh Kepala Kelurahan.

(2) Kepala Kelurahan 'disebut Lurah.

(3) Lurall diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camal.

(4) Lurah menerima pelimpahan  sebagian  kewenangan
pemerintahan dari Camat.

{5) Lurah bertanggung jawab kepada Camat.

Daerali.

Pasal 68

perpustaiean i (1) Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan
‘Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Pemcrintah.

(2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkal Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VI
PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN
KEPALA DAERAH
Pasal 69
Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah alas persetujuan
DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi.

Pasal 70 -
Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan

urum, Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggl.
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Peraturan Daderah dapat memuat ketentuan lentang
pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya
atau sebagian ke€pada pelanggar.

Peraturan Daerah dapai memuat ancaman pidana kurungan
paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya
IRpS.OOO.O.OO,OO (lima juta rupialh) dengan atau tidak
merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika

ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal "72
Untuk  melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala
Daerah menetapkan kepulusa;x Kepala Dacrah.
Keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah,

dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 73.-
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang
bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah.
Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam

Lembaran Daerah.

(1) Penyidikan dan penuniuian terhadap pelanggaran atas

; ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik

Perpusakaan Unk dan penunlut sesuai dengan peraturan pemﬁdang-undangan.

(2) Dengan Peraturan Daerah dapal juga ditunjuk pejabat lain
yang diberi tuéas untuk melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 75 N
Norma, standar, dan prosedur mengenai -pengang'-kalan.
pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan,
kesejlahleman, hak, dan kewajiban, serta kedudukan hukum
Pepawai Negeri Sipil di Daerah dan Pegawai Negeri Sipil

Daerah, ditetapkan dengan peratutan perundang-undangan.

Pasal 76
Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan,
pemi‘ndahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan,
dan kesejahleraan pegawai, serta pendidikan dan pciatihan sesuai
dergan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan

dengan Peratnan Daerah, berdasarkan perauran perundang-

undangan.,
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Pemerintalv ~ Wilayah  Propinsi  melakukan  pengawasan
pelaksanaan administrasi hepegawaian dan Kanr pegawal di

wilayahinya sesuai dengan peaaluran perundang-undangan.

BAiE! VIII
KEUANGAN DAERAH
Pasal 78
(1) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DFRD
dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan ‘dan
Belanja Daerah.
(2) Penyelenggaraan (ugas Pemerintah di Daerah dibiayn'i dari

dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Pasal 79
Sumber pendapatan Daerah :e.rdiri atas:
a. pendapatan asli Daerah, yaitu :
1) hasil pajak Daerah;
2) hasil retribusi Daerah;
3) hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

4) lain-lain pendapalan asli Daerah yang sah;

b. danz perimbangan;
c. pinjaman Daerah; dan

d. lain-ain pendapatan Daerah yang sal.

Perpustakaan Unik

(1) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,
terdiri atas:
a. bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
dan pencrimaan dari sumber daya alam;

b. dana alokasi umum; dan

c. dana alokasi khusus.

(2) Bagiun Daerah dari pencrimaan Pajak Bumi dan Bangunan
sektor perdesaan, perkotaan, dan perkebunan serta Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana
-dimaksud p.ada ayat (1) huruf a, diterima langsung oleh
Daerahi penghasil.

(3) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
sektor pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari
sumber daya alam, sebagaimana dimaksud pada ayat 1)
huruf a, diterima oieh Daerah penghasil dan Daerah lainnya
untuk pemerat.aan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 81
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman  dari
sumber dlalam negeri dan/atau dari sumber fuar negeri untuk
persetujuan

membiayai kegiatan pemerintahan  dengan

DPRD.
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3)

(4)

(1

(2)

(1)

Q)

cegeee e —

dan dilaksanakan scsuzi dengan pedoman yang ditetapkan
olch Pemerintab.

Peminjaman dan sumber dana pinjaman yaug berasal dari
luar negeri, sebapaiimana Gimarsud pada ayat (1), harus
mendapalkﬁn persetujuan  Pemerintah, sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pemirjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 82
Pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan l}ndﬁng-
undang.
Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi
Dazeral ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Untuk mendorong pemberdayaan Dacrah, Pemerintah

memberi insentif fiskal dan nonfiskal tertentu.
Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Pemer.atah.

Pasal 84

Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Dacrah sesuai dengan

perateran  perundang-undangan dan pembentukannya  diatur

dengan Peraturan Daerah.

(n

Perpustakaan Unik

@

€h)

(2

3

)

‘Barang milik Daerah yang digun_akan untuk melayani

kepentingan wmum tidak dapat digadaikan, dibebani hak

tanggungan, dan/ztau dipindahtangankan.

Kepala Daerah derigan persetujuan DPRD dapat menetapkan

keputusan tentang:

a. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;

b. persetujuan ‘penyelesaian sengketa perdata secara damai;
din

c. tindakan hukum lain mengenai barang milik Daeral.

Pasal 86

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah
ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ditetapkan dengan Pcraluran_Dacrah selambat-lambatnya liga
bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ditetapkan dengan Perat{lran Daerzh selambat-iambatnya tiga

bulan setelah berakhirnya talun anggaran yang bersangkutan.

Pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.
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ditetapkan dengan Peraturan Dacrah disampaikan kepada
Gubernur bagi  Pemerinth  Kabupatea/Kota dan  kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Pemerintah
Propinsi untuk diketabui.

Pedoman tentang [engurusan, pertanggungjawabzn, dan
pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan [ata
usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditctapkan sesuai

dengan peraluran perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA DAN PEN YELESIAIAN PERSELISIHAN

Pasal 87.

(1) Beberapa Daerah dapat fnengadakan kerja sama antar-Daerah

yang diatur dengan keputusan bersama.

(2) Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama Antardaerah.

(3) Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain

yang diatur dengan keputusan bersama.

_(4) Keputusan bersama dan/atau badan kerja sama, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan ayat (3), yang
membebart masyarakat dan Daerah harus mendapatkan

persetujuan DPRD masing-masing.

Perpustakaan Unik

M

2)

(1)

@)

Dacrah dapat |rl1eng'4'l.‘.lzikan kerja samna yaﬁg saling meng-
unungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur
dengun keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan
Pernerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

oleh Pemerintah.

Pasal 89
Perselisihan antar-Daerah diselesaikan oleh Pemerintab
secara musyawarah.
Apabila dalam. penyelesaian perselisihan antar-Daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdapat salal satu
pihak yang tidak - menerima kepulusan Pemerintah, pihak

tersebut dapat mcngajukan penyelesaian kepada Mahkamah

Agung.
BAB X
KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 90

Selain Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota, perlu
ditetapkan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas :

a. Kawasan Perkotaan yang- merupakan hagian Daerah

Kabu paten;
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ngunan - yang mengubah Kawasan  Perdesaan menjadi

Kawasan Perkotaan; dan

c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau
lebih Daerah yang berbatasan sebagai salu kesatuan sosial,

ekonoini, dan fisik perkotaan.

Pasal 91
(1) Pemcrintah Kota dan/atau Pemerintah  Kabupaten y'mg
wilayahnya berbutasan langsung dapat membentuk lembaga
bersama unwk mengelola Kawasan Perkotaan.
(2) Di Kawasan Perdesaan yang direncanakan dan dibangun
menjadi Kawasan Perkotaan di Daerah Kabupaten, dapat
dibentuk Badan Pengelola Pembangunan yarg bertanggung

jawah kepada Kepala Daerah.

(3) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2),

dan hal-hal lain mengenai pengelolaan Kawasan Perkotaan
ditetapkan_dengan Peraturan Daeral sesuai dengan pedoman

yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 92
(1) Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan,
Pemerintah Daerah perlu mengikutsertakan masyarakal ‘dan

pihak swasta.

ayat (1), merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan perkotaan.
Perpustakaan Unik -
(3) Pengaluran mengenai Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB XI
DESA
Bagian Pertama
Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Desa
Pasal 93
(1) Desa dapat dibentuk. dihapus, dan/alau digabung dengan
memperhatikan  asal-usulnya  atas  prakarsa masyarakat
dengun persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.
(2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Peraturan Daeral.

Pasal 94

Di Desa dibentuk Pt:‘.ll'lel'il'llall Desa dan Badan Perwakilan Desa

yang merupakan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa
Pasal 95
1) Pemerintah Desa-terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut

dengan pama fain dan perangkat Desa.
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(2) Kepala Desa dipilin I20ESUINE 016 priniusues s ==
yang memenuhi syarat,

(3) Calon Kepala Desa yang terpilih  dengan mendapatkan
dukunyan suara terbanyak. sebapaimana dimaksud pada ayat
(2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa danp disahkan

oteh Bupati.

Pasal 96
Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepulub tahun alau dua

kali masa jabatan. terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 97

Yang dapat dipilin menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa

warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat.

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;

¢. lidak pernah terlibat langsung alﬁu tidak [langsung dalam
kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, ° EBOSIPKI danfatau kegiatan organisasi
terlarang lainnya;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Ti;\gkat
Pertama danfatau berpengetahuan yang sederajat;

e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. nyala-nyata tidak lerganggu jiwa/ingatannya;

Perpustakaan Unik

0y

@

(3}

tidak pernah dibukum penjara karena melakukan tindak
pidana; .

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
yang, mempunyai kekuatan hukum tetap;

mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakal di Desa
setempat;

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dan

memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adal jstiadat

yang diatur dalam Peraluran Daerah.

Pasal 98

Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang
ditunjuk.

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan
sumpah/janji.

Susunaa kata-kax sumpah/janji dimaksud adalah sebagai
berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanii bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan
sebaik-baiknya, " sejujur-jujurnya, dan seadii-adilnya; bahwa
saya akan sefalu taal dalam mengamalkan dan memperta-
hankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan
men;:gakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang

Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan
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Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 99

Kewenangan Desa mencakup :

kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
kewenangan yang oleh peraturan perundang-perundangan
yang beriaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan

Pemerintah; dan

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Peinerintah Propinsi,

dan/atau Pemerintah Kabupa'tcn.

Pasal 100

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintali Propinsi,

dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 101

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :

b o

o a0

™

memimpin pcnyelenggaraan Pemerintah Desa;

membina kchidupan masyarakat Desa;

membina perekonomian Desa;

memelihara kelen'lcraman dan ketertiban masyarakat Desa:
mendamaikan perselisiban masyarakat di Desa; dan

mewakili Desanya di dalam dan di fuar pengadilan dun dapat

menunjuk kuasa hukumnya.

Perpustakaan Unik

Dalam melaksanakan (ugas dan kewajiban, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 101, Kepala Desa :

a.

bertanzgung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan .
Desa: dan
menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya

kepada Bupati.

-Pasal 103

(1) Kepala Desa bernenti karena :

(2)

a. meninggal dunia;

b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;

¢. tidak lagi memenuhi syarat danfatau melanggar sumpah/
janji;

d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa
yang baru; dan

e. melakukan perbuatan %ang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau
norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
Desa.

Pemberhentian Kepala Desa, schagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan olely Bupati atas usul Badan Perwakilan

Desa.

Bagian Ketiga

Badzn Perwakilan Desa
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Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain
berfungsi - mengayomi adat istiadat, membuat Perawran Desa,
menampung dan menyalurkan  aspirasi Imasyarakat. serta
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan

Desa.

Pasal 105
(1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh

.penduduk Desa yang memenuhi persyaratat.

(2) Pimpinan Badan Parwakilan Desa dipilih dari dan oleh

anggola.
(3) Badan Perwskilan Desa bersama dengan Kepaia Desa

menetapkan Peraturan Desa

(4) Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa.

Bagian Keempat
Lembaga Lain
" Pasal 106
Di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan

Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Keuangan Desa

Perpustakaan Unik

(1) Sumber pendapdtan Desa terdiri atas :

a. pendapatan asli Desa yang meliputi
1) hasil usaha Desa:
2) hasii kekayaan Desa;
3) hasil swadaya dan partisipasi;
4) Thasil gotong royong; d:m
5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;

b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan
2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan

Daerah yang diterima-oleh Pemerintah Kabupaten;

c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

d. sumbangan dari pihak ketiga; dan

e. pinjaman Desa.

(2) Sumber pendapatan Desa, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
‘Desa. :

(3) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan
Anggarn Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan’
Peraturan Desa. |

(4) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa diletapkan olch Bupali.

{5) Tata c;'ra dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa
ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan

Perwakilan Desa.
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Desa dapat memiliki badan usahia sesuai dengan peratran

perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kerja Sama Antardesa
. Pasal 109
(1) Beberapa Desa. dapat mengadakan kerja sama untuk
kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan
diberitahukan kepada Camat. .
(2) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

Pasal 110 ‘
Peme_:'rintuh Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang mcrencanakar
perﬁbangunan bagian wilayah Dess menjadi wilayah permukim-
an, industri, dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa
dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasannya.

Pasal 111
(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditelapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum
yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang

ini.

Perpustakaan Unik

wajib mengakui dan menghormatl hak, asal-usul, dan dual

tstiadat Desa.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 112
(1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintaly memfasilitasi
penyelenggaraan Olor_lorni Daerah.
(2) Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan aw@s
penyclenggaraan  Otonomi  Daerah ditetapkan  dengan

Peraturan Pemerintah,

Pasal 113
Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah  disampaikan kepada Pemerintah  selambat-

Jambatnya lima belas hari seielah ditclélpkan.

Pasal 11.4
(1) Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan
kepentingan umumn atau peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lain;lya.
(2) Keputlusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan,
Kepala Daerah, sebagaimana .dimaksud pada ayat (1),
dibe(itaﬁukan kepada Daerah yang bersangkutan dengan

ményebutkan alasan-a:asannya.
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an Peraturan Daeral: dan Keputusan Kepala Daerah, sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah atau Kepu-
tusan Kepala Daerah lersebut dibatalkan pelaksanaannya.

(4) Daerah yang tidak dapst menerima Keputusan pembatalan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dapal mengajukan
keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya

kepada Pemerintah.

BAB XIIl
DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
Pasal 115

(1) Dewan Pprlimbangan Otonomi Daerah bertugas memberikan
pertimbangan kepada Presiden mengenai:

a. pembentukan,  penghapusan, penggabungan,  dan
pemekaran Daerah;.

b. perimbangan keuangan Pusat dan Dacrali; dan

c. kemampuan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota untuk
melaksanakan kewcnarligan tertentu, sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 11.

(2) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas Menteri
Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Nega-
ra, menteri lain sesuai dengan kebutuhan, perwakilan Asosi-
asi Pemerintah Daerah, dan wakil-wakil Daerah yang dipilih

oleh DPRD .

Perpustakaan Unik

Jabataunya adalah Kelua dan Wakil Ketua Dewan
Pertimbangan Otonomi Dacrah.

4 Dewan Peitinbangan Otonomi Dacrah mengadakan rapal
sckutang-kurangnys satu kali dalam enam bulan.

(5) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertanggung jawab
kepada Presiden.

(6) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ditetapkan dengan

Kepulusan Presiden.

Pasal 116
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerali dibaniu oleh Kepala Sekretariat yang membawahkan

Bidang Qionomi Dacrah dan Bidang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah.

BAB X1
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 117
Ibukola. Negara Republik [ndonesia, Jakarta, karena

kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-undang.

Pasal 113
(1) Propinsi Dacrah Tingkat I Timor Timur dapat diberikan
otononti khusus datam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-

undangan.
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetipkan dengan

Undang-undang.

Pasal (19
(1) Kewcnangan Dacrzli  Kabupaten dan Daerah Koz,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berlaku juga di
kawasan otorita yang terletak di dalam Daerah Otonom, yang
meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar
udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan
perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan,
kawasan pariwisata,” kawasan jalan bebas hambatan, dan
kawasan lain yang sejenis.
(2) Pengaluran lebih lanjut, sebagaimana dimdksud pada ayat

(1), ditelapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 120
(1) Dalam rangka ményelenggarakan ketenteraman = dan
ketertiban umumn serta untuk menegakkan Peraluran Daerah
dibentuk Satﬁan Polisi ‘Pamong Praja sebagai perangkat

Pemecrintah Daeran |

(2) Susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak,
tugas, dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan

Peratucan Daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

oleh Pemerintali,

Perpustakaan Unik

Sebutan Propinsi Daerah Tingkat [, Kabupaten Daerah Ting-
kat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat 11, sebagaimana dimaksud
dainm Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-

masing menjadi Propinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pasal 122
Keistimewaan untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan
Propinsi Daeral Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang N.omor 5 Tahun 1974, adalah tetap
dengan kelentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Propinsi
Istimewa Aceh dan Propinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan

puda undang-undang int.

Pasal 123
Kewenangian  Daerah, baik kewenangan pangkal atas dasar
pembentukan Daerah maupun kewenangan tambahan atas dasar
Peraturan Pemerintah dap/atau atas dasar peraturan perundang-
urdangan Ia}nnya. pcnyélcnggaraannya disesuaikan dengan

Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal i1 undang-undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124
Pada saal berlakunya undang-undang ini nama, batas, dan

ibukola Propinsi Dacerah Tingkat I, Dacrah [stimewa, Kabupaten
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sebagaimana dimaksud dajam peraturan perandang-undangan,

adalah tetap.

Puasal 125 .

(1) Kotamadya Batam, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak
Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Simeulue, dan semua
Kota Administratif dapat ditingkatkan menjadi Daerah
Otonom dengan memperhatikan Pasal 5 undang-undang imi.

(2) Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya
undang-undang ini, Kotamadya, Kabupaten, ‘dan Kota"" -
“nistratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus
berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota jika' memenuhi
ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 undang-undang ini.

(3) Kotamadya, Kabupaten, - dan Kota  Administratif,

sebagéimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapus jika

tidak memenuhi ketenan untuk ditingkatkan statusnya

menjadi Daerah Otonom.

Pasal 126
(1) Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada pada saat mulai
berlakunya undang-undang ini fetap sebagai Kecamatan,
Kelurahan, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
sebagaimana yang dimaksﬁd dalam Pasal I huruf m, huruf n,

dan huruf o urdang-undang ini, kecuali ditentukan 12in oleh

peraturan perundang-undangan.

Perpustakaan Unik

Administratif, dan Kota Administratif berdasarkan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya
undang-undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan, sebapai-

mana dimaksud dalam Pasal 1 hurur’ n undang-undang ini.

Pasa| 127
Selama belum ditetapken peraturan pelaksanaan undang-undang
ini, seluruh instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau
yang d_iadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Dacrah jika tidak

bertentangin dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal )28
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat If, Walikota-
madya Kepala Dacrah Tingkat II, Wakil Bupati Kepala Daerah
Tingkat 11, Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II,
Bupati, Walikotamadya, Walikota, Camat, Lurah, dan Kepala
Desa beserta perangkainya yang ada, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1979, pada saat mulai berlakunya
undang-undang ini tetap menjalankan tugasnya, kecuali

ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 129

" (1) Dengan diberlakukannya undang-undang ini, Lembaga
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@

Walikotamadya,- dan Badan  Pertimbangan Daeraly,

scbagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3

Tahun 1974, dihapus.

Instansi vertikal di Daerah selain yang menangani bidang-
bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter
dan fiskal, setta agama, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, menjadi perangkat Daerah,

Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat Daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekayaannya dialibhkan

menjadi milik Dacrah.

Pasal 130
Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih
awal daripada masa jabatan Kepala Dacrah, jubatan Wakil
Kepala Daerah tidak diisi.
Apabila masa jabatan Wakit Kepala Dacrah berakhir lebih
lambat daripada rmafy, jabatan Kepala Daerah, masa jabatan

Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan masa jabatan

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3153).

Pasal 132+
(1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang
ini sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak
undang-undang ini ditelapkan.
(Zj Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif
selamL‘-al-lambamya. dalam  wakiu dua (ahun sejak

ditetapkannya undang-undang ini.

Pasal 133
Ketentuan ' peraturan perundang-undangan yang bertentangan
dan/atau tidak sesuai dengan - undang-undang ini, diadakan

penyesuaian.

Kepala Daerah.
Pasal 134
BAB XVI Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
KETENTUAN PENUTUP
Pasat 131

Pada samt berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak
berlaku lagi:
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[

UMUM
1.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAIIUN %8
- TENTANG
PEMERINTAHAN DALERAH

Dasar Pemikiran

‘a.

Negara Republik Indoncsia sebagai Negara Kesatuan menganul asas
desentralisasi  dalam  penyclenggaraan  pemerintahan,  dengan
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk
menyelenggarikan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian
Daeral Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan baliwa
"pleh karcna Negara Indonesia ilu suatu eenfieidsstaar, maka
Indonesia tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang
bersifat sfaae juga. Daerah Indonesin akan dibagi dalam Daerah
Propinsi dant Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih
kecil. Di dacrah-daecrah yang bersifat otonom (streek en locale
rechtgemeenschappen) alau bersifat administrasi belaka, semuanya
mecnurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang®. Di
daerah-daerah yang bersifat otonmn  a2kan diadakan Badan
Perwakilan Daerah. Oteh karena itu, di daerah pun, pemerintahan

akan bersendi atas dasir permusyawaradan.
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yang kuat uiluk menyoicuggil il Jlmnide GEIEHTNREADET G
kewenangan yaug luas, nyata, dan berianggung jowab  kepada
daerah, schupaimana icriuang dalam Ketelapan MPR-RE Nowmor
XV/MER/I9Y8  wentang  Penyeicnggaraan  Otonomi  Daciah,
Péngzuuran. Pembagian, dan Pemanfaalan  Sumber Daya Nasional
yang ‘Berkeadilan; serta Perimbangin Keuangan Pusal dan Daerah
Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Undang-undang ini discbut *Undang-urdang tentang Pemerintihan
Dacrah” karena undang-undang ini pada prinsipnya mengdlur
senyelenggaraan Pemerintabain Daerah yang lebilh mengutamikan
pelaksanaan asas desentralisas?.

Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/[998 terschul
di alas, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan
memberikan kewemngan yang luas, nyada, dan hcrlulnggung Jawab
kepada Daerall secara proporsional yang diwujudkan dengan
peagaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional
yang berkeadilan, serta perimbangan kcuangan Pﬁsat dan Dacralh.
Dt samping itu, penyelenggaraan Otonoiai  Dserah juga
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip  demaokrasi, = peran-serla
masyarakat, pemerataan, dan kewlilan, serta memperiiatikan potensi
dan keanekarégaman Dazral.

Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong
uniwk memberdayakan masyaraka:, menumbuhkan prakarsa dan
kreativitas, meningkatkan peran-serta masyarakat, mengembangkan

peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena

P,
i
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p— - . - -

undang Nomer 5 Tahun 1974 berkedudukan scbagai Kabupaten

Dacrah Tingkat [I dan Kotamadya Dacrah Tingkat I[. Daerah
Kabupaten dan Dacrah Kota iereebut Lerkedudukan sebagai Daerah
Otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk
dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan  aspirasi
masyarakat,
Propinsi Daerab Tingkat I menurut Undang-undang Nomaor 5 Tabur®
1974, dalam undang-undang ini dijadikan Dacrah Propinsi dengan
kedudukar  scebagai Dacrali Otonom  dan sckaligus  Witayah
Admiaistrasi, yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat
yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah Propinsi bukan
merupakan Pemerintah atasan dari Dacrah Kabupaten dan Daerah
Kota. Dengan-demikian, Dacrah Otonom Propiusi dan Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota tidak mcmpgnyai hubungan hierarki.
Pemberian kedudukan Propinsi sebagai- Daerah  Otonom dan
sekaligus  sebagai  Wilayah  Ad.tinistrasi  dilikukan  dengan
pertimbangan : : '
(13 untwk meneliiara pubungan yang serasi antara Pusat dan
Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(2) unwk menyelenggzrakan Otonomi Daerah yang bersifat lintas
Daerali Kabupaten dan Dacralh Kota serta  mclaksanakin
kéwenangan Otonomi Daerah yang belum dapat dilaksanakan
oleh Daeral Kabupaten dan Daerah Ko?é;;d\an
(3) untuk nelaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang

ditimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi.
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LACIan pRud INASE Lapal yang mengdaul prinsip oionomi yang

nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang

tebih mierupakan kewajiban daripada hak, maka dalam undang-
utddny ini pemberian  kewenangan otonomi kepada  Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi
saja dalam wujud otonomi yang luas, nyala, dan berlanggung jawah,
Kewenangan otonomi  luas adalah  keleluasaan  Daerah  unwk
menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan
semua biding  pemeriniahan, kecuali kewenangan di hidang poliok
luar negeri. pertahanan keamanan, peradilan, moncter dan Tiskal,
agama, serta kewenangan bidang latnnya yang ckan dilclur;f;:m
dengan Peraturan Pemwrintah. Dj samping i keleluasan otonomi
mencakup  prla kewenangan yang uwh  din Lulat @ dalam
penyclenggaraannya  mulai  dari rerencanaan,  pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian, dan ¢saluasi.

?ang dimaksad dengan otonomi nyata adalal keleluasaan Dacrah
untuk  menyelenggarakan kewenangan pcmerinthan dj biding
tertenlu ydrg secara nyata ada dan diperjukan serta.tumbuh, hidup.
dan berkembzng di Daerah,

Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawaly sidatah
berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai  konsekuensi
peiberian hak dan kewenangan kepada Daerall dalain wujucl (ugas
dan kewajiban yang harus dipikul olch Daeral dalam mencapa
ujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan  dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengentbangan

Perpustakaal

hubungan yang serasi antara Pusal dan Daerah serta antar-Daerah

dalam rangka menjaga kcutuhan  Negara Kesatuan Republik

nUnk- Ihdonesia.

Owonomi uuwk Daecrah Propinsi diberikan sccara (crbatas yang

meliputi kewenangan lintas Kabupaten dan Kota, dan kewenangan

yang tidak atw belum dilaksanakan oleh Daerah Kuabupaten dan

Dacrah Kow, serla kewenangan  bidang  pemerinGdin fertentu

lainnya.

Alas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Qtonomi

Daerah yang (lijad-ikan pedoman dalam Undang-undang ini adalﬁh

scbagar berikut ;

(I) Penyelengparaan Otonomi  Daerah  dilaksanakan dengan
memperliatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta
potensi dan keanekaragaman Daerah.

(2) Pelaksanazan Otonomi Daerah didasarkan pada ctonomi luas,
nyata, dan bertanggung fawab. .

{3) Pelaksanaun Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan
pada Dacrn‘h Kabupaten dan Daerah Kota, sedang  Otonomti
Dacrah P’ropinsi inerupakan otonomi yang térbatas:

{4) Pelaksanaan oonomi Daerah harus sesvai dengan konstitusi
ncgars ‘schingga tetap lc;jamin hubungan yang serasi antara
Pusat dan Daerah serta antar-Daerah.

{5} Pelaksanaan Otonomi. Daerah harus lebih meningkatkun

kemandirian Daerzh Otonom, dan karemanya dalam Dacrah
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L Sistem Ketattegaraan [ndonesia wajibh menjalankan prinsip pemba-

Admanistrasi.

Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh "k,
stakaan Unik datam kerangka Negara Kesatuan Repulilik indonesia;

ek, i s R R

\_';{ gian Kewcenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan deseutralisasi
,_f_.;f'

Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan Perpus

pelabuhan, kawasar jerumahan, kawasan industri, kawasan L. Dacerah  yany dibentuk berdas-kan asas  desentralisasi  dan

dekonsentrasi adalah Davrah Propinsi, sedangkan Dacrah yang

perkebuitzn,  kawasan pertambangan, kawasan kehutanan,

kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya

berlaku kelenluan peraturan Dacrah Qtonom.

dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah Daerah Kabupaten

dan Dazrah Kota Daerah yang dibsituk dengan asas desentralisasi

berwenang untuk  mencomkan  dan melaksanakan kebijakar atas

(6} Pelaksanain Otonomi Daerzh harus lebih menmingkitkan peranan
prakarsa seliri berdasarkan aspirasi masyarakat,

dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi,
Pambagian Daerah di luar Dacrah Propinsi dibagi habis ke dalam

fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas peayelenp-
Dacrait- Oionom. Dengan demikian, Wilayan Administrasi yang

gaaraan Pemerintahan Daerah,
berada dalam Dacrah Kahupalen dan Daerah Kotz dapat dijadikan

(7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi D
Daerah Otonom atau dihapus;

dalam kedudukannya  sebagai Wilayah Administrasi - untuk :
¢. Kecamatan vang menuru: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

mclaksntakan  kewenangan  pemerintahan - (ertentu - yang
sebagai Wilityah Admintstrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut

dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
undang-milang ini kedudukannya diubalh menjadi perangkat Daerah

(8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya
Kabrpaten ztau Daerah Kora.

dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan

Dacrah.kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana
3. Prinsip Penyelengparazn Pemerintahan Daerah

dan prasarana, serla sumber daya inanusia dengan kewajiban
Prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Dactah adalaly :

melaporkan pelaksanaar den inermpertzngsungiawszbkan “epaca
' a, digunakanpya psas  desentralisasi.  dckonsentrasi, dan  (ugas

' yang menugaskannya, .
pembantuan;
b penyelenggarian asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang

dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan

-

2. Pembagian Daerah
Isi dan jiwa yang ter.icandung dalaim Pasal 18 Undang-Undang Dasar

1945 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalain  penyusunan
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Dacrah Kabupaten, Dacrah Kota dan Desa.

4. Susunan Pemerinlahan Dacrah dan Hak DPRD

Susunan Penierintahan Daeralr Otonom meliputi OPRD dan Pemerintab
Dacrah. DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud
untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan peranggung-
Jawaban Pemeriniah Daerah kepada rukyat. Oleh karena itu hak-hak

DPRD cukup luas dan diarabkan unwk menyerap serta meayalurkan

aspirasi masyarakat menjadi kebijakan Dacrah dan melakukan fungsi

pengawasal,

Kepala Daerah

Untuk menjadi Kepala Daeral, sescorang  diharuskan  memenuhi-

persyaratan.tertenlu yang intinya agar Kepala Daerah selalu bertakwa
kepada Tulan Yang Maha Esa; memiliki  etika  dan moral,
belrpcngctahuan, dan berkemampuan sebapai pimpinan pemerintaban,
berwawasan kebangsaan, serla mendapatkan kepercayaan rakyat.

Kepala Daerah di samping scbagzi pimpinan pemcrintahan, sekaligus
adalah Pimpinan Dacrah dan pcngaybm masyarakal schingga Kepala
Dacrali harus m:l_mpu'hcrpilzir, heitindak, dac beciikay deszan 1ehih
mengutamakan kepentingan bangsi, negare, dan masyarakal umum
daripada kepentingan pribadi, golongan, dan :.lﬁl-'.'m. Oleh karena itu,
dari kelomnpok atau etais, dan keyakinan mana pun Kepala Daerah harus

bersikap arif, bijaksana, jujur, adil, dan netral.

Perpustakaan Unik

lam menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Dacrah, Gubernur
tanggung jawab kepada DPRD  Propinsi, sedangkan dalam
keduduk;myn sebhagai wakil Pemerintah, Gubernur bertangguny juwab
kepada Presiden. Semenlara itu, welam penycienggaraan  Otonomi
Dacrah di Daerah Kabupalen dan Daerah Kota. Bupati atau Walikota
bertangguny  jawab  kepada DPRD KuabupatentDPRD  Kota  dan
berkewajibun memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri

Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dun pengawasan.

Kepegawaian

Kct;i_iakzm kepegawaian dalim undang-undang int dianut kebijakan yang
mendorong pengembangan  Otonomi  Dacrah - schingga  kehifakin
kepegawaian i Dacrih yang dilaksanakan oleh Dacrah Otonom: sesuai
dengans kebutuliannys,  baik pengangkatan, penempata, pemindabian,
dan mutasi maupun pemberhentian sesuai dengan peraturan peruncang-
pndangan. Mutsi antar-Dacrah Kabupaten dan Daerah Kota dalam
Daerah Propinsi dialur oleh Gubernur, sedanghan mutasi antar-Daerah
Propinsi diatur olch Pemerintah. Mutasi antar-Daerah Propinsi dan/atau
antar-Daerah Kahupaten dan Dacrah Xota atau antara Daerab Propitisi

dengan Dacrah - Kabupaten dan  Dacrah  Kota didasarkan  padi

kesepatltiien Dacran Otonea losebul.

Keuangan Daerah
(1) Untuk menyelenggarakan Otoiomi Daerah yang luas, nyata, dan
bertanggung  jawal, diperlukan kewenangan dan kemampuan

menggali  sumber keuangan sendiri. yang didukung  olch
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antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyaral

dalam sistem Pemeriniahan Daeral,

(2) Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah  kewenangan

keuangan vang melekat pada setiap kewenangan penicrintaban

menjadi keweaangan Daerih,

9. Pemerintahan Desa

(1) Desa berdasarkan Undang-undang ini adalah Desa atau yang disebut

@)

(3

dengan nama lain sebagai suvaw kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang her-
sifal istimeswa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18

Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan

mengenai Pemerintahan Desa adalah keanckaragaman, partisipasis -

otonomi asli, demokradsasi, dan pemberdayann aasyarakat.

Penyclenggaraan Pemerintahan  Desit mérupakan subsistem  dari
sistem penyelenggaraan pemerintahan schingga  Desa meniliki

kepentingan

mengatur  daw mengurys

kewenangan  untuk
masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab pada  Badan
Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
tersebut kepada Bupati.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik
maupun  hukum pcrdata,'mcmiliki kekayaan, harta benda, dan
bangunan serta dapat dituntut (lan‘ menuntut di pengadilan. Untuk
itu, Kepala Desa dengan persetwjuan Badan Perwakilain Desy

mempunyai wewenang - untuk  melakukan  perbuatan hukum dan

H.

RN

i

4

" -bagai perwujudan demoekrasi, di Desa diaentuk Badan Ferwakian

ssa atau  sebulan  lain yang  sesuai  dengan  budaya  yang

perpustakean Unik Tkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai

10.

(6}

(7

—

(8)

lzmbzga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan
Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan
Kepala Desa.

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai
dengan kebutwhan Desa. Lembaga dimaksud imerupakan mitra

Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakal Desa,

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa  pencapatin Desa,
hantuan Penerinah dan Pemeriniah Dacrah, pencapaian lain-liin
yang sal, sumbangan pilak ketiga dan pinjaman Desa.

Berdasarkan huk asal-usul Desa yang bersangkutin, Kepala Desa
memputiyai wewenang untik mendamaikan perkara/sengkeli witl
pari warganyd.

Dalam upaya meningkatkan dan mempercepal pelayanan kepada
masyaraha vang bercirikan perkataan dibentuk Kelurahan sehagai
unit Pemerintsh Keluralian yasg berada di dalam Daerah Kabupaten

danfatau Daerah Kota.

Pembinaan dan Pengawasan

Yanp dimaksud  dengan pembinim adalah lebil ditckankan - pacda

memiasititasi datam upaya pemberdayaan Dacraip Qonom, sedangkan

pengawasan lebih dilckankan pada pengawasan represil untuk  lebih

memberikan  kebehasan kepada Daerah Otonoim dalalnlmc':|1gmn_hil

77



fungsinya schagai badan pengawas terhadap  pelaksanaan Ctonomi
Daerah. Karena itu, Peraturan Daerah yang ditclapkan Daerah Otonom
tidak memerlukan pengesalan terlebih dahulu oleh pejabat  yang

berwenang.
1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud Wilayalh Administrasi adalal daerah admianisicasi

menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jclas
Ayat 2)

Yang dimaksud dengan tidak mempunyai hubunpgan hierarki satu
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Pasal 5

Daerah  Kabupaten dan Daerah Kola, [CHIPL daidin - prdren
penyelenggaraan pemerintahan terdapal hubungan koordinasi, kerja
sama, danfatau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah
Kotz dalnm kedudekan masing-masing scbhagai Daerah Oorom,
Sementara i, dalam kedudukan scbagai Wilayah Administrasi,
Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan hubungan pembinaan

dan pengawasan lerhadap Daerah Kahupaten dan Dueral Koela.

Ayal (1)

Cukug jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Umuk  nienentukan  batas  dimaksud,  setiap  Undang-undang
mengenai pembentukan Dacrabt dilengkipm dengar pela yang dupat
menunjukkan  dengan  tepat letak  ecogralis  Dacrah  yang

bersangkutan, demikian pula mengenai perubahan batas Daeral.

Yang dimaksud ditctapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan

pada usul Penierintah Daerah dengan persetujuan DPRD.

Ayar 1),

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas
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Ayat (1)

Yang dimaksud dengan moneler dan [iskal adalaly Kebijakan makro
ekonomi.
Khusus di bidang keagamaan sebagian kegatianiya dupul ditugaskirn
oleh Pemerintah kepada Dacrah sebagai upaya .icningkatRan
keikutsertaan Daerah  dalamm  menumbuhkembangkan  Kehidupan
beragawa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal §
Dalam penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah yung discrabkan dan

alau dilin.ipuhkau kepada  Daeral/Gubernur,  Daeral/Gubuernur

mempunyai kewenangan untuk wmengelolinya mulai dari petibiayaan,
nerijinan, perencanazan, petaksanaan, dan  evaluasi sesuai dengan

slandar, norma, dan kebijakan Pemerintah.

Pasal 9
Ayat (1)

Kewenanpan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten
dan Kota seperii kewenangan di bidang pekerjaan umom,
perhubungan, kehutanan, dan perkebunan.

Yang dimaksud dengan kewenangan bidang pcmcritilahan terlentu
lainnya adalah :

a. perencanaan dJan peagendalian pembangunan regional sccara

makro;
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c¢. pengelolaan pelabuhan regional;

Perpustakaan Unik © pengendalian lingkungan fidup;

e. promosi agang dan budava/pariwisala;

{. penangansn penyakil menular dan hama tanaman; cdan

g. perencanaan tata ruang propiusi.

Ayal (2)
Yang dimaksud dengan Kewenangan ini adalah kewenangan Dagerah
Kabupaten dan Dacrah Kota yang ditangani oleh Propinsi setelah
ada pernyataan dari Daerah Kabupaten den Daerah Kota.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sumber daya nasional adalah sumber daya

alam, sumber daya buatan,. dan sumber dayi manusia yang tersedia
di Daerah,

Ayat (2)
7 Khusus uvniuk penangkapan ikan secard tradistonal tidak  Jibatasi

wilayal laut.
Ayat (3}

Cukup jelas
Avat (4)

Cukup jelas
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Ayar ()
Dengan diberlpkukannya undang-undang ini, pada dasarnya selurub
Kewenangan sudah berada pada Daerah Kabupaten dan Dacrah
Kow. Oleir karcna i, penyzrahan  kewenangan tidak periy
dilakukan secara akiif, tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh
Pemerintah.

Ayat (2)
Tanpa meogurangi arti dan peatingnya prakarsa Dacerah dilam
penyclenggaraan  otonominya,  untuk menghindarkan  terjadings
kekasengan pm-:nyc:cnggar;mll petayanzn daaar kepada masyarakal,
Dacrab  Kabupaten  dan  Daerah  Kora wajil  melaksanakan
kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurus pasal ini.

sesuat dengan kondisi Daerah masing-masing,

Kewenangan vang wajib dilaksanakan oeh Daerah Kahupaten dan
Daerah Kota tidak dapat dialilikan ke Daerali Propinsi,
Khusus kewenangan Daerah Kota disesuaikan dengan kebutuhan

perkotaan, anlara lain, pemadam  keoakaran, | kebersihan,

pertamanan, dan tata koia.

Pasal 12.
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

\1\? ukup jelas
s

Perpustakaan Unik
rrasal I5

Cukup jelas

Pasal 16
Ayal (1)
Cukup jelas

Aval (2)
Dalam kedudukannya sebagai Badan Legislatil Dacrah, DPRD

bukan merupakan bagian dari Pemermtah Dacral,

Pasal 17
Cukup jclas

Pasal 18
Ayal (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Pemilihin, anggata MPR dari Uwsan Dacrah hanya ditakukau
oleh DPRD Propinsi.

Huruf ¢
Cukup jelas

Hurufd
Cukup jelas
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Cukup jelas
Hluruf f
Cukup:icl:ls
Hunif g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
 Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19 .
Cukup jelas

. Pasal Zb '
Ayat (1)

Yang dun.m:.ud dcng..n pc;ahai ncg.tm .dan pc_|'llﬂl puncruuah
' adalah pemh.lt di Tingkungan kerja DPRD tg.,rszng#ﬂnﬁ'

Ay'lt {2)
- Cukup jelag
Ayat (3)
- Cukup jelas . -

Pasal 21 .
Culltup'jela_s' -

'LURUY JEIas

Perpustakaan UmkI 23
Cukup ielas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
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Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Tasal 33

Cukup jelns

*asal 34
Ayal (1)
Yang dimaksud dlengan pemilihan Xepala Dacrai dan Wakil Kepida
Dacrah secara bersamaan adalah bahwa calou Kepala Daerah dan
calon Wakil Kepala Daerah dipilih secara herpasangan. Pemi'ihan
secara Lersamaan ini dimaksudkan untuk inenjamin kegja sara yang

harmonis antara Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah,

Ayat (2)
Cukug jelas
Avat (3)
- Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jeias
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan rapat paripurna adilah ranal veng Kiwsus
diadakan untuk pemilihan Kepala Dacrah,
Aval (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Calon Gubernur dan calon Wakil Gubertur  dikunsultasikan deazan
Presiden, karena kedudukannya selaku wakil Pemerintah di Daersi.
Avat (2)
Coion Cupati dan calen Wakil Bupati sorta calon Waiikota Jan
calon Wakil Walikola diberitaliukan kepada Gubernur selaku wakil

Pemerintah.

Pasal 39
Cukup jelas
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Cukup jelas

Pasal 4]
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pengucapan sumpahfjanji dan pél:mlikan fepala Daerah  dapat

dilakukan di Gedung DPRD atau di gedung lain, dan ‘tidak

dilaksanakan  dalam rapat DPRD. Pengucapan  suripal/jangi

dilakukan miemrut agama yang diakui Pemerintal:. yakai :

. diawali dengan - ucapan “Demi Allah™ untuk penganul agamna
Isiam:

b.  diakhiri dengan ucapan-“Semoga Tuhan menolong saya™ uniuk

- penganut againa Kristen Protestan/Katolik:

c. diawali dengan -ucapan’ “Om alail paramawisesa” | unluk
peaganut agama Hiud'y-; dan
d. diawali dengan uc;ntpén “Demi Sanghyang Adi Buddha™ untuk
penganut agama Buddha. - ‘
Ayat (3)
'Cukl.:_p Jjelas
Ayat (4)
Cukup jefas .~

38

Pasal 45
Cukup jelas

Hurul 2

Cukup jelas

Hurufc

Cukup jelas

Hurufd

Cukup jelas

Hurufe

Dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Kepala
Daeralt Lerkewajiban mewujudkan  demokrasi  ekonomi  dengan
melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil
dan menengah  yang mencakup  permodalan, pemasasan,
pengembangan teknologi,  produksi, dan  pengolahan  serta

pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas
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Pasal 47
Cukup jclas

Pasal 48 .
Huruf a dan hwruf e
Larangan tersehut dimaksudk:_m untuk menghindarkan kemungkinan
“terjadinga kenflik  kepentingan  bagi  Kepala Duerah  dalam
melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan pemerintahan
dengan tidak membeda-hedakan warga masyarakat.

. Hurui™ b, hurul ¢, dan hural d

Larangan fersebut dimaksudkin univk tencepah penyalahguaan |

kekuasaan, antara lain, yang berwujud korupsi, kolusi, dan

nepotisime.

Pasal 49
Cukup jelas’

‘asal 50 |
Cukup jelas I : %

'asal 51

Cukup jelas

LeUAUL e

Perpustakaan Unik

Ayat (1)

Pemberitalwitn secara tertulis tentang herakhirnya masa jabatan
Gubernur. tembusannya dikirimkan kepada Presiden. sedangkan

berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota, tembusannya dikirimkan

kepada Gubernur.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
" Cukup jcl:-ls

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas ' -
Ayat (3), _
Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Wakil

‘Kepala Daerah
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dilaksanakan .dalam  rapat  DPRD. Pengucapan  sumpah/janji .
dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :

& diawali dengan ucapan “Demi Allah™ untuk pengaiui agama

Islam;

b. diakhiri dengan ueapan “Semoga Tuhan menolong saya™ untuk

penganut agama Kristen Protestan/Katolik;

¢. diawali dengan ucapan “Om  alah paramawisesa”

penganut agama Hindu; dan

d.- diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Buddha™ untuk

pc.nganut iigama Buddha.
-Ayal 4}
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas _ -
CAyat (6)
- Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
: ‘Cukupjelas.

~

Perpustakaan Unik

“lukup jelas

'"**};_ﬁ_;_;fﬁ
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Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jetas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65 B
Yang dimaksud dengan lembaga teknis adalah Badan Penelitian dan
Pengembangan, -Hadan Perencanaan, Lembaéa Pcngawasan. Badan

Pendidikan dan Pelatian, dan lain-lain.

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
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Cukup jelas
Ayat (3)

Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten riemberi pertimbangan kepada

Walikota/Bupati dalam proses peigangkatan Lurah,
Ayat (4) '

Camal dapat ‘mclimpahkzm scbagian kewenangau Kepada Lurah.
Ayal (5)

Cukup jcla;s
Ayat (6}

Cukuf) jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal. 69 :
Peraturan Dacrah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah dan
lidak di[élld:llatigalli-'serla Pitﬁpinan DPRD karcna DPRD bukan

merupakan hagiun'd:tri Pemerintah Dagrah.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan Peraturan Dacralt 1ain adatah Peraturan Duerah

”

yang sejenis dan sanra kécuali uituk perubahan.

Perpusi

S

=27 - R " .
toan Unickum  dengan  Undang-undang ini disebut “paksaan pencpgakan

lwkum"™ atau “paksean pemeliharaan hiukum™.

Paksaan penegakan hukum ilu pada umumnya berwuyud mengambil
atau meniadakan, .mencegal, melakukan, atau memperbaiki segala
sesuatu yaug telah dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan, atau
ditiadakan yang berlentangan dengamn hukum.

Paksaan i harus didahului olelr suatu perintah tertulis oleh
penguasa ekszkutil kepada pelanggar. Apabila pc]anggar. tidak
mengindahkannya, diambil suatu lindakan paksaan. Pcjabat yang
menjalankan tindakan paksaan penegakan hukum terhadap pelanggar
harus dcélgan tepas discrahi tugas terscbut. Paksaan penepakan
hukun ity hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat periu
saja dengan cara seimbang sesuai dengan berat pelanggaran, karena
paksaan tersehut pada umumnya dapat menimbulkan kerugian atau
pcndérilaaﬁ. Jumlah denda dapat disesuaikan dengan perkembangan

lingliat kemahalan hidup.

FAyat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas
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ceye g
Pengundangan Peraturan Daerall dan Keputusan Kepala Daerah
yang bersifat mengatur dilakukan meourul cara yang sah, yang
merupakan keharusan agar Peraturan Daerah dan Keputusan Kfzpala
Dacralv tersebut wmempunyai  <ekuatan hukum  dan  meagikat.
Pengundangan dimaksud kecuali untuk memenudi formalitas hukum
Juga dalam rangka keterbukaan pemerintahan. Cara pengundangan
yang sah adalah dengan menempatkannya dalane Lembaran Dacrah
oleh Sekretaris Daerah, Unwk [ebih mengefektitkan pelaksanaan
Peraturan Dacrah dan Keputusan Kepala Daerali, paraturan dan
keputusan tersebut periu dimasyarakiukan. -

Ayat (2) .

Cukup jblas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75.
Cukup jelas

Pasal 76 ~

Pemindaltan pegawai dalain Daerah Kabupaten/Kota dilakukan aleh

Bupati/Walikota, pemindahan pepawai anlar-lf):_lcfah Kahupalcannla'

'_jdan/alau antara Duerah Kabupaten/Kata dan .Daeral Propinsi dilakukan

oleh ‘Gubernur setelah  berkonsultasi dengan  Bupati/Walikota. dan

| Pusat  serta  pemindaitan  pegawai  Daerah  antara  Dacrah

.m]uilen!Kma dan Daerah Kahupalenfi(ola di Daeral Propinst lainnya

IL._ i

e _
. } H - ) H L1H - [

Perpustakaan Unik {upkan vleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah.

1

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Huruf &
Angka 1)
Cukup jelis
A;lgka 2)
Cukup jelas -
Ang-ka 3)
Cukup jelas
Angka 4) ]
Lain-lain pendapatan asli Daerali yang sah antara lain basil
penjualan assel Daerah dﬁn jasa giro.
Huruf b '
"Cukup jelas
Hunufc -

Cukup jefas
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Lain-Lia peudapatan Dacrah yang sah adadah antara lain Tl ala
penerimaan dari Daerah Propinsi atau Dacrah Kabupaten/Kola
lainnya, dan penerimaan lain scsuai dengan peraturan perundang-

undangan.

.Pasal 80
Ayat (I}
Huruf a
Yang dimaksud dengan penerimaan sumher daya alam adilah
penerimaan negara yang berasat darl pengeloluin sumber dayi
alam antara lain di bidang pertambangan wmun, pcrl;unh;mg:tﬁ
minyak dan gas bumi, kchuianan-. d:ml perikanan,
Huruf b ' |
Cukup jelas
Hurure.
Cukup jelas
Ayat (2) '
Tidak termasuk bagian Pemerintah dari penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunén dan Bea Perolehan Iiak Atas Tanah dan B:mgu:'lan yang
. dikembalikan kepada Daerzh. :
Ayat () |
Cukup jelas |
Ayat {4)
Cukup jelas

Ayat(4)

aeand (l] )
;“s injaman  dalam  negeri  bersumber dari Pemerintah,  lembaga

Lo . - Lo
e mcomersial, - dan/atau  penerbitan - obligasi  Daeralt dengan

diberilalukan kepada  Pewerintah sebelwm peminjaman fersebu

diluksanakan.

Yang berwenirg mengadakan dan menanggung pinjaman Daerah
adalah Kepala Dacrah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daeral atas persetujuan DPRD. ‘

Di dalam Kcputusan Kepala Daerah harus dicantumkan juml.ah

pinj;iman dan sumber dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran

pinjaman.

Ayat (2)

Cukup jelas

A_!_,rat ()]
_ Mekanisme pinjaman dari .sumber loar negeri harus mendapat

nersetujuan Pemerintah mengandung pengertian bahwa Pemerintah

_akan 'mcl.nkuka-n' evaluasi dari “berbagai aspck mengenai dapat

‘tidaknya wsulan pinjaman Daerah untuk diﬁroses lebih lanjut.

Pengan demikian pemrosesan lebih lanjut usulan pinjaman Dacrah
secara (idak Jangsung sudah mencerminkan perselujuaa Deneriiiah

atas usulan termaksud.

Cukup j.elas
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Ayat (1) . Hurul a
=,

Dacrah dapal menelapkan pajak- dan retribusi dengan Peraturan Cukup jelas

Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.. | perpusiakeanun HUrul' n
Ayat (2) Cukup jelas

Penentuan faa cara pemungulan pajzk dan  relribusi Daerah Hurul ¢

termasuk pengembalian alau pembebasan pajak dan/atau relribust ~ Yang dimaksud dengan tlindakan hukuam Liin alalad menjuad,

Dacrah yang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang mdnggadaikan, menghibahkan,  tkar  guling,  danfala

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. wemindabitangankan.

Pasal 83
. Pasal 86
Ayat (1)
o ) . Cukup felas
Yang dimaksud dengan insentii nonfiskal adatah’ banwan
Pemerintah berupa kemudahan pembangunan prasarana. penyebaran
Pasal &7

lokasi industri strategis. penyebaran lokasi pusat-pusat perbankan

. nastonal, dun lain-lain. Cukup jelas

Ayat (2) .
Cukup jelas ' Pasal 88.
Cuxkup jelas.
Pasal 84 .
Cukup jelas. Pasa! 89
: Cukup jeias i " ) ,
Pasal 85 '
. 'Ayalfl) Pasal 90
Cukup jelas

Cukup jelas
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Ayau(D)
Yang dimaksud dengan lembaga bersama adalah lembaga yang
dibentuk sccara hcrsama‘olch Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang
berbatasan dalam rangka meningkatkan pelayanan  kepada
masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

‘Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 92
Ayat (1)
Pemeriniah  Daerah  perlu  memfasilitasi  pembentukan = forum
perkotaan  uniuk méncipmkan sinergi  Pemerintali Dacrah,
masyarakal, <uan pihak swasla. |
. Ayat (2) :
Yang dimaksud dengan _‘ pemberdayaan  masyarakat  adalah
pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemiliKan.
Ayat (3) '
Cukup jelas

Pasal 93
Ayat(l) _
Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakal

setempat seperti nagari, kampung, huta, bori, dan marga.

0z . oo

dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. -
fat (2) '

Perpustakaan Unik  Dalari pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa

pertu dipertimbangkan luas. witayah, jumlah penduduk, sosial

budaya, potensi Desa, dan fain-lain.

Pasal 94 .
Istilah Badan Perwakilin Desa dapat discsuaikan deagan kondisi sosial
hudaya masyarakat Desa setempat.

Pembentukan Pemerintall Desa dan Badan Perwakilan Desa dilakukan

cleh masvarakat Dess,

Pasal 95
Ayat (1)

[stilaly Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya

Desa selempat.

Ayat (2}
Cukup jelas

" Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 96 ]
Daerali Kabupaten dapat menetapkan mnasa jabatan Kepala Desa sesuai

dengan sosial budaya selempal.
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Cukup jelas

Pasal 98
© Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) '
Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menurut agama
yang diakui Pemerintah, yakni :

a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama

Islam;

b. diakhir-i deugan u.:.apan “Semoga Tuhan menolong saya” u'muk
penganut agama Kristen Prmcst:m.fl(ainlik;
c. diawali .dengan ucapan  “Om alah- pafamaivisesa” uniuk
penganut agams Hindu, dan
d. diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Buddha” uniuk
penganuf:tgétma Buddha.
Ayat (3)
- Cukup jelas
Pasal 99 .
Cukup jelas

Pasal 100

- Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan -Tugas Pembaniuan yang
. tidak disertai dengan- pembiayaan, sarana dan prasarana, serfa sumber

daya manusia.
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Cukup jelas

ruf b

Cukup jelas

Perpustakaan Unik

Hurufc
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Hurlu.f.e
Untuk mendamaikan perselisihan masyarakal Ji Desa, Kepala Desd
dapat dibant oleh lembaga adal Desa. Segala perselisihan  yang
elall didamaikan oleh Kepala Desa bersilat inengikat pihak-pihak
yang berselisil. ' _ «
Huruf " f .
(fukup jelas

Pasal 102
Huruf'a

Cukup jelas

[uruf b :
Laporan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan teimbusan

kepada Camat.
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Ayet (1)
Hurufa .
Cukup jelas
Hurat b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
‘Unwk  menghindari  kekosongan dalam  penyclenggaraan:

Pemerintanan Desa, Kepala Decsa yang telahl beraklir masa
jabatznnya tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepali Desa
sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru. j
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jeias

Pasal 104
Fungsi pengawasin Badan Perwakilan Decsa meliputi
terhadap pelaksanaan Peralumn Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa, dan Kepulusan Kepala Desa.
Pasal 10_5

Agat (1)
Cukup jelas

106 - -

pengawasan ’

I i
L ;ﬂ‘ Peraturan Desa tldak memerlukan pengcsahan Bupali, tetapi wajib

‘="b-cf-"

Perpustakaan Unik ” prcampaikan  kepadanya selambat-lambatnya dua minggu sciclah
diletapkan dengan tembusan kepada Camat.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ayat { I‘

Sumhcr pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola alel Desa tidak
dibenarkan diambil alili vleh Pemerintah atau l’cmuml‘th Dacrah.
Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa

- dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usahq‘ Milik Desa,’
kerju sama  dengan pihak ketiga, dan kewcnangan melakukan
pinjanke. -
Symber Pendapatan Dacrab “yang herada di Desu. baik p:ljak‘
maupun retribusi yang sudah d'ip'uuguf oleh Dacrah K:nhupalén[
tidak dibenarkan adanya p.mgutan tamhalian olch Puuennlah Desu.
Pendapatan Dacrah dari sumber lt,m.hul Il..lln diberikan n(LPdd

Desi yang percangkuian delw-m pembagian secara pwpurqmn.il dan

adil. Kelentuan ini d:makwdkdn unluk muu,lul.mgkdn hlen biaya

ckonomi tinggi dan ddl.‘llpdk I.unnya
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. dill:lu]liknn setiap l:lhu.n melipqli penyusunan angparan, pelaksanaan

Litlat l!.‘i;lhu keuvangan, (I-:m perubahan serta pi:rhilungaﬁ anggarin.
Ayat (3) - ‘ '
‘ Cukup jelas
Ayat (4) '

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 108 : .
Cukup jelas

Pasal i09_
C Ayat (1) :
'- Kerja sama antar-Desa yang ﬁembcri 5clrz|r1? kepada u:asy:lrakz_ll

" harus mcudapﬁl persetujuan Badan Perwakilan Desa,
Ayat 2)
' Cukup jelas

“Pasal 110 . , o
- Pemerimah Desa yang lidak diikutsertakan dalam kegiatan dimaksud

berhak menolak pembangunan tersebut. -

Pasal 111 -
Ayat (1) :
- Cukup'ji;las '

108

Yang dimaksud dengan asal-usul adalah asal-usul terbentuknya Desa

yang bcrsahgkulau.

Perpustakaan Unik )
Pasai 112

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan
Daerah Otonom melalui pemberian pcdomah, himbingun. pelatihan,
arahan, dan supervisi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelus

Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayal(3)
Cu!.c'upjelas ,
.Ayal {4) : .
Pcﬁgajuan keberatan kepada  Mahkamal Aﬁung schagai upaya
hukum '{emkll_ir dilnkukan sclamhall-lzu11hauiya lima belas  hari

) g

setetah adanya keputusan pembatalan dari Pemerintah..



Ayat (2) _
_Yang dinaksud dengan Asosiasi Pemcrmtah Daerah adalah

110

Ayal (1)

Mekanisme ‘pembentukan, penghapuqan. penggabungan, d.m!aldu

pemekaran Daerah dilakukan dengan cara schabm berikut:

a. ‘Dacralh yang akan' dibentuk, dihapus, digabung, dan/atay
dimekarkan diusulkan oleh Kepala Dacrah dengan persctujuan

DPRD kepada Pcl.herimah;

" b. Pemerintah menugaskan Dewan Pertimbangan Otonomi Dacrali

unwk melakukan penelitian dengan memperhatikan kemampuan

" ekonoini, potensi daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah
penduduk. iuas c[acrah,‘ dan pertimbangan lain;

¢. Dcwan Pertimbangan Otonomi Daerah menyampaikan peitim-

bangan untwuk penyuswnan rancangan undang-undang yang

nicngatur pembctilukan, penghapusan, penggabungan, danfatau

pemekaran Dacrali Otonom.

' orgamsam yaug dlhenluk cleh Pemermtah Daerah dalam rangka
“kerja sama anlar-l?enu,nntah Propms:. antar-Pc!mrmtan Kabupaten,

. danfatau antar-Pemerintali Kota berdasarkan pedoman yang

dlkeluarkdn oleh Pemerintah.
Wakﬂ wakil Daerah dlp!hh oleh DPRD d.m |)l:lh.11,dl keahlian.

terutama di hidang keuangan ¢an pemerintaban, serla bersikap

independcw sebanyak G orang, yang terdiri atas 2 drang wakil

".Dacrdh Prupmql 2 orang wakil Daerah Kabhupaten, dan 2 nr.mg.

wakll Daf.rah Kota dcngdn masa (ugas sclama dua lahun '

Perpustakaan Unik

Ayat (5)

AR BT T LAY

yat (4)
Cukup jelas'

' Cukﬁp jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelus

" Pasal 118
Ayat (1)
- Pemberian omnnnu khusu*‘. kepad'l Propinsi Daerah Tingkat [ Timor

Timur didasarkan pada perjatumn hilateral antara Pemerintzh

: Induucsm dan, Pemerintah Porlug:tl di bawah supervisi Perserikatan

Bangsa-Bangsit. _
Yang dimnaksud dengan diietapkan lain adalah Ketetapan MPR RI
yang mengatur status Propinsi Daerad Tingkat | Timor ‘Fimur lehih

_lanjur.

Ayal (2)

Cukup jelas

“1m



CuKup jelas

Pasat 120
Cukup jelas -

Pasa] 12]
- Cukup jelas

Pasal 122 ’

Pengakuan keistimewaan Propinsi Istimewa Acel didasarkan pada
sejarah perjuangan kemcrdekaaﬁ nasional, sedangkan isi keistimewaan-
nya berupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan serta
niemperhatikan peranan ulama dalam penetapan kéhijakau Daerah.

Pengakuan keistimewaan Pro;;illsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada
asal-usul dan peranannya dalam sejarzli perjuangan rasional, sedangkan
isi kcisti:mewaanuya a'dalah-pcﬁgangkalan Gubernur dengan mempertim-
bangkan calon dlal_'i keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur
‘dengaﬁ 'mempertiu_lbangka_n calon dari keturunan Paka Alam yang

memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal 123
Cukup jelas -

Pasal 124
-Cukup jelas

112

“ukup jelas

126
Cukup jelas

' Perpustakaan Unik

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

f’aS?I 122

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan

yang (erkait denpgan pclaksaﬁ:um

unding-undang ini sudah harus selesai  selambat-fambatnya dalam

wiktu satu tahaan.
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